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The Master said, “They who know the truth are not
equal to those who love it, and they who love it are
not equal to those who delight in it”.

Confucius
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb,,

Suatu kesempatan tidakitah datang dua kali sehingga pada kesempatan
yang baik ini, penulis mengucapkan “Laa Haula Wala Quwwata Illa Riilah”
heserta “Alhamdulillah” atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah Allah SWT
dalam penulisan tesis ini.

Begitu panjang perjalanan seakan tidak berarti apa-apa dengan begitu
banyaknya tantangan dan perjuangan yang akan dihadapi di masa yang akan
datang sebagai suatu “provo de;lz' acide”. Melanjutkan studi di Magster
Kenotariatan Universitas Airlangga adalah safah satu bekal kehidupan bagi
penulis untuk mencapai cita-cita dan mengabdi kepada bangsa dan negara
Semoga semuanya berjalan dengan lancar, benar, dan dihadapi tanpa rasa gentar.

Tesis ini khusus saya pérsembahkan kepada lbumda Dra. SITI
AMINAH dan Ayahanda Drs. SOEGITO yang telah memberikan dorongan
moril maupun matexiil dalam kehidupan saya dan selama masa studi di Magister
Kenotariatan Universitas Airlangga. Ucapan terima kasih mungkin tidak berarti
apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Ibu dan Ayah yang saya cintai kepada
saya sehingga tesis i1 adalah scbagal suatu penghargaan atas semua
pengorbanan tersebut. Semoga Ananda diberi umur panjang schingga mampu
membalas semua pengorbanan Ibu dan Ayah tercinta. Semoga kemuiiaan selalu

diberikan Allah SWT kepada Ibu dan Ayah tcrcinta.
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Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pthak yang telah
membantu saya dalam penulisan tesis mi yaitu Dr. Peter Machmud Marzuki,
S.H. MS_LL.M., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah membimbing saya
dengan sabar dalam menulis tesis ini dimana walaupun dalam keadaan sakit beliau
masih  mcluangkan waktu bimbingan untuk saya. Semoga semua budi bak
mendapatkan balasan dari Allah SWT, H. Machsoen Ali, S.H. M.S._, selaku Ketua
Program Studi Magister Kenotanatan Universitas Airlangga, , Majelis Penguji
Tesis yang terdiri dart DrH.Basuki Rekso Wibowo, S.H. MS., Dr. Peter
Machmud Mz, S H MS_, LLM., M.Zaidun, S H, M.Si | semua Dosen Pengajar
Magister Kenotariatan Unair serta semua Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan
Unair.

Juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada adikku tercinta Prisna
Paramita Pambudi, S P. selaku kekasih, teman dalam sukal manupun duka, dan
Insya Allah yang akan menemam saya selamanya, kakak-kakak kandung maupun
tpar yang terdini dari dua pasangan jiwa yaitu Lusvita Fitri Nuzuliyanti, S.S. M A
dengan R Moch. Karno Budi Wibowo,S.H. dan Wastrina Novilia, A Md dengan
Imam Hidayat, A Md. beserta keponakan yang saya cintai yaitu Moch. Alief
Ivianto (10 tahun), Rakmadilla Hiwasah Septiano ( 4 tahun), dan Avaril Wilfrino
Fadilla (1 tahun}, dan teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2003/2004.

Semoga tesis ini bermanfaat.

Surabaya, 5 Agustus 2005

Penulis
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PENDAHULUAN AL

1. Latar Belakang dan Permasalahannya

Apa yang dimnaksud dengan Yayasan dalam lalu lintas perhubungan
hukum pada umumnya telah diterima sebagai badan hukumn. Dalam pengertian
Yayasan terkandung beberapa unsur-unsur esensiaha yaitu adanya suatn harta
kekayaan yang merupakan harta kekayaan tersendin tanpa ada yang memilikinya
(jadi identik dengan badan hukum) yang diberi suat tujuan tertentu dan dalam
melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut diadakan suatu pengurus. |

Yayasan sama sekali tidak diatur dalam undang-undang, tetapi dalam
pergaulan hidup nyata diakui sebagai suatu badan, yang dapat ikut serta dalam
pergaulan hukum dalam masyarakat. Artinya dapat melakukan jual beli, sewa-
menyewa, dan lain-lain. Bahkan undang-undang, walaupun tidak mengaturnya
secara khusus tetapi secara resmi mengakuinya antara lain disebut-scbut dalam
pasal 899 BW, pasal 236 Rv dan banyak lagt dalam berbagai perundang-undangan
diakni sebagai subyek hukum.’

Dengan tiadanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur
tentang Yayasan maka berakibat kesemuanya berlangsung berdasarkan hukum
tidak tertulis/kebiasaan termasuk pula cara pendiriannya sehingga bertalian
dengan hal tersebut tidak dapat dikatakan suatu Yayasan harus dibuat dengan

' Rudhi Prasetya & A.Oemar Wongsodiwirjo, Dasar-13asar Hukum Persekunuan, Surabaya
~ Yundika, 1993, h. 4344
* Ibid.h.45.
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suatu akia tertulis.’ Namun dalam praktek, sudah tenta dengan tujuan untuk
memudahkan pembuktian, biasanya pendinan Yayasan dilakukan olch para
pendirinya di depan notaris, dengan menyatakan adanya harta kekayaan terpisah
yang merupakan harta kekayaan Yayasan scrta dibuatnya Anggaran Dasar
Yayasan, yang umumnya memuat tentang” :

»  Nama Yayasan dan kedudukannya.

*  Tujuan serta cara-cara yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan

Yayasan dimaksud.

¢  Tentang permodalan termasuk cara-cara mengumpulkan modal.

. Tentang pengurusan.

Hal-hal tersebut di atas adalah sekelumit gambaran tentang keadaan
Yayasan sebelum diatur berdasarkan undang-undang sedangkan saat i Yayasan
menjadi badan hukum karena undang-undang, atau berdasarkan undang-undang
yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah
memberikan dasar yang kokoh bagi pendirian dan perkembangan Yayasan di
Indonesia dan untuk saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. .Sebelum
diundangkannya UU No.16/2001 dan UU No.28/2004 (selanjutnva disebut
Undang-Undang Yayasan) pendirian Yayasan di Indonesia seperti telah
disebutkan di atas, dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin,
yurisprudensi. Badan hukum yayasan, di samping untuk tujuan sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan telah pula dipergunakan untuk fujuan-tujuan lain yang

! Penjelasan tertulis Notaris Eddy Widjaja dan Djoko Soepadmo atas questionaire FH-Unair, 1973,
Ibid,h.65.
* Ibid h.65-66,
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menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini. Dengan adanya UU
Yayasan maka diharapkan dapat mengatasi berbagai masaiah mengenai yayasan.
Yayasan adalah badan hukum (Pasal I UU No.16/2001) sehingga

sebagai badan hukum, yayasan dapat merupakan atau terdiri dari kekayaan yang
dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentn dimana hal ini didasarkan Teori
Kekayaan Bertujuan yang pada mulanya diajukan oleh A Brinz Teoni im
menyatakan bahwa hanyalah manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Akan
tetapi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas
suaty kekayaan, sedangkan tidak ada I(satu) manusia pun yang menjadi
pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dart suatu badan hukum,
sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai
gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan
yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada yayasan tujuan itu alalah bersifat
idealistis, sosial dan kemanusiaan. Teon ini secara selintas mendukung pandangan
bahwa Yayasan adalah milik masyarakat.

Sebagai sebuah badan hukuym maka yayasan tidaklah dapat melakukan
perbuatan hukum sendin sehingga memerlukan orang-orang yang dapat bertindak
untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum. Orang-orang i disebut organ
dari badan hukum yang merupakan suatu esensialia dari badan hukum tersebut.
Organ yayasan terdin dan Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 2 Ul)
Na.16/2001).

Cint yang melekat pada badan hukum di samping tidak dapat
melakukan perbuatan hukum sendiri juga adanya harta kekayaan yang terpisah

yang menjadi obyek tuntutan tersendm dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan

3
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hubungan hukum dengan badan itu schingga badan hukum mempunyai
pertanggungjawaban sendii. Walaupun pada asasnya yayasan mempunyai
pertanggungjawaban sendiri, dengan harta kekayaan vyayasan sendiri dan
manakala harta kekayaan yayasan tersebut tidak mencukupi maka cukuplah
dengan harta kekayaan yayasan yang ada, akan tetapi dalam hal-hal tertentu asas
mi dapat menyimpang. Sebapaimana menurut Pasal 13A UU No.28/2004 vaitu
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum
Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawab Pengumus
sccara tanpggung renteng. bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian tersebut. Kemudian pasal 51 UU No.16/2001 yang mengatur tentang
laporan tahunan yang dibuat oleh Pengurus yang ternyata tidak benar dan
menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung
renteng bertangpung jawab terhadap pihak yang dirugikan,

Dalam pengelolaannya, sumber dana utama yayasan diperofeh dari
sumbangan pendiri dan donatur lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun
dari yayasan tersebut. Jika suatu saat sumbangan atan bantuan dari para donatur
tersebut berkurang atau berhenti., maka kegiatan operasional yayasan térancam.
Meskipun yayasan diperbolchkan meminjam uang dari bank, ramun pinjaman
tersebut harus dilakukan secara hati-hati karema mungkin saja yayasan akan
mengalami  kesulitan dalam mengembalikan pinjaman (dan bunga) karena
kegiatan pokok yayasan belum tentu memberikan cashflow positif Bila di

kemudian hari keputusan untuk meminjam uang ini menyebabkan yayasan
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menjadi pailit sehingga Pengurus Yayasan dianggap melakukan kesalahan, maka
konsekuensinya akan ditanggung secara renteng olch pengurus yayasan.

Permasalahan yang umum yang dibadapi yayasan adalah mencari dana
(fund raising), kecuali bagi yayasan yang sudah mandiri sehingga perlu dikelola
olch fungsionaris yang beketja secara penuh (full time), memiliki kompetensi, dan
profesional.. LU Yayasan menetapkan , dalam menjalankan aktivitas yayasan,
pengurus bertanggungiawab penuh secara prbadi bila dalan menjalankan
tugasnya tidak sesual dengan anggaran dasar, yang menyebabkan kerugian
yayasan. Hal ini merupakan konsekuensi yang hams diperhitungkan oieh
pengurus. I

Apabila Pengurus dan Pengawas yayasan melakukan kesalahan atau
kelalaian, dan kesalahan tersebut menyebabkan jatuh pailit, maka Pengurus dan
Pengawas yayasan wajib bertanggumgjawab. Bila kekayaan yayasan tidak cukup
untuk menutup kerugian akibat kepatlitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus
dan Pengawas bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Hal imi tidak berlaku bila
Pengurus dan Pengawas dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya. Bila yayasan tidak mampu meémbayar
utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kckayaan tidak cukup untuk
melunasi hutangnya, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan. Di dalam UUY
16/2001, masalah kesalzhan atau kelalaian organ vayasan ini diatur dalam Pasal
39 dan 47 UUY 16/2001. Pasal 39 dan 47 UUY 16/2001 memberikan kesan
bahwa Undang-Undang Yayasan menganut doktrin “duty of skill and care”.

Seperti juga pada Perseroan Terbatas, penerapan doktrin ini tidaklah mudah,
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sehubungan dengan kesukaran penetapan standar “ski/l and care” yang harus
dimiliki oleh organ yayasan.
Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUY 16/2001

{1) Dalam hal kepailitan tegjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan
kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)

Pasal 47 ayai (1) dan (2) UUY 1672001

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas
dalam melakukan tupas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup
untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota
Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian
tersebut.

(2) Anggota Pengawas Yayasan vang dapat membuktikan bahwa kepailitan
bukan karena kesalahan atau kelalaisnnya, tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal-pasal di atas identik dengan ketentuan dalam Undang-lindang
Perseroan Terbatas (UU 1/1995), yang dikutip di bawah ini.
Pasal 90 agyat (2) UUPT

{2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalmian Difeksi dan
kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup Kerugian akibat kelalaian
tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng
bertanggungjawab atas kerugian itu

Hal kealpaan atau kelalaian ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1366
KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja
untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

yang discbabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Persoalannya adalah
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undang-undang tidak memberikan ukuran atau standar bagi apa yang dimaksud
dengan kecakapan (skifl} yang dibutuhkan bagi seorang Pengurus atau Pengawas
Yayasan, dan juga batasan dari suatu perbuatan yang merupakan suatu kelalaian.
Kecakapan dan kemampuan Pengurus/Pengawas Yayasan bersifat subyekdtif.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam tesis i akan
dirumuskan sebagai berikut -
a) Apakah bentuk kesalahan organ Yayasan dalam mengurus Yayasan ?
b) Apakah bentuk kelalaian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan ?
c) Apakah sifat tanggung gugat organ Yayasan atas kesaiahan atau kelalaian
dalam pengurusan Yayasan 7
2, Tujuan Penelitian
Peneliﬁan ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoieh
pemahaman serta menganalisis :
a. Tentang bentuk kesalahan organ Yayasan dalam mengurus Yayasan.
b. Tentang bentuk kelataian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan
¢. Temang sifat tanggung gugat organ Yayasan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pengurusan Yayasan.
3. Maanfaat Penelitian
a. [Diharapkan dengan penclitian i dapat memberikan gambaran sekaligus
informasi tentang status badan hukum Yayasan beserta organ-organnya.
b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat mendeskripsikan tentang bentuk

kesalahan atau kelalaian organ Yayasan dalam mengurus suatu Yayasan.
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¢. Dibarapkan penelitian ini dapat memberikan surnbangan pemikiran untuk
memahami  sifat tanggung gugat organ Yayasan atas kesalahan atau
kelalaian dalam pengurusan Yayasan.

4. Metode Pendlitian
a. Pendekatan Masalah
Tesis ini menggunakan penelitan hukum normatift  Pengkajian
masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan siatute approach
yaitu pendekatan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan
conceptual approach yaitu pendekatan melahui konsep-konsep dari pendapat
sarjana hukum (doktrin).
b. Sumber Bahan Hukum

* Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001.

* Bahan Hukum Sekunder :

Literatur baik dari buku, majalah, artikel, yang terkait dengan masaiah.

¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukumn
Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi, kemudian bahan hukum

yvang berhubungan dengan pokok masalah diidentifikasi untuk digunakan
sebagai bahan snalisis. Berdasarkann hasil identifikasi, bahan-bahan hukum
tersebut kemudian akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang tanggung gugat organ Yayasan atas

kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan Yayasan.-Hasilnya kemudian
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disusun secara sistematis dalam uratan pembahasan. Berdasarkan penelitian
dann analisis yang ada akan ditarik beberapa kesimpulan dan dilengkapi
dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat bagi perkembangan
Yayasan selanjutnya.
5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini diawali dengan Pendahuluan scbagai
Bab | yang mengemukakan latar belakang masalah dan rumusannya, tujuan dan
manfaat penelitian agar penulisan ini mengarah pada bal-hal yang dimaksud,
kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori penefitian ini, dan metode
penelitian sebagai peltanggungjawabanl ilmiah serta diakhiri dengan sistematika
penulisan,
Selanjutnya Bab 1l akan membahas mengenai status badan hukum
Yayasan. Uraian dalam bab ini mengace kepada ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang status badan hukum Yayasan baik it berupa peraturan
perundang-undangan maupun pendapat-pendapat dari para sarjana-sarjana
(doktrin). Bertalian dengan status badan hukum yayasan, maka akan dilakukan
pembagian pembahasan yaitu Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 16 Tahan 2001 tentang Yayasan dan Yayasan setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Bab 11l menganalisis mengenai bentuk kesalahan atau kelalaian organ
yayasan dalam mengurus Yayasan dimana dalam hal ini pembahasan akan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep dari para

sarjana hukum {doktrin).
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Bab IV menganalisis tentang sifat tanggung gugat organ Yayasan atas
kesalahan atau kelalaian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan. Pada bab ini
akan dilakukan pembahasan khususnya mengenai sifat tanggung gugat organ
Yayasan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sekaligus
doktrin-doktrin yang relevan dengan masalah tersebut.

Bab V merupakan penutup yang sekaligus merupakan kesimpulan dar:
pembahasan-pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelummya. Selain itu
bab ini juga akan berisikan saran-saran penyelesaian dari permasalahan yang
timbui. Dengan demikian bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis sekaligus
sebagai rangkuman jawaban atas pmuasalahan yang diangkat dalam tesis iy

beserta saran-saram yang dianggap perlu.
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BAB II

STATUS BADAN HUKUM YAYASAN

Untuk membahas masalah status badan hukum yayasan maka perlu
dibedakan teriebih dahulu antara status badan hukum Yayasan sebelum
diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan status badan
hukum Yayasan menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto UU
No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001.

1) Badan Hukum Yayasan scbelum diundangkannya UU Nomer 16 Tahun
2001 tentang Yayasan

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa badan hukum Yayasan tidak
diatur sama sckali dalam perundang-undangan. Tidak ada suatu ketentuan
khusus yang secara tegas mengatur status badan hukum Yayasan. Yayasan
memperoleh status badan hukum karena dalam pergaulan hukum, Yayasan
dianggap dapat diterima sebagai badan hukum. Keberadaan Yayasan sebgai badan
hukum dapat ditelusun dari Undang-Undang, teori, doktrin dan yurisprudensi.

a. Undang-Undang

Hanya dalam beberapa undang-undang disebut adanya Yayasan,
seperti pasal-pasal : 899, 900, 1680 dan pasal 365 KUHPdt, kemudian dalam
pasal 6 ayat 3 dan pasal 236 Rv. Dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak

memberi rumusan tentang pengertian Yayasan .’

* Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Huwkum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf. Bandung : Alummi 2000 h 106,
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Dalam pasal 7 Armenwet 1854 (sudah tidak berlaku fagi), adanya
keharusan untuk mendaftarkan kepada kotapraja dalam jangka waktu yang
berbeda-beda bagi yayasan (instellingen) yang sudah ada dan yang baru didirikan,
dengan ancaman akan kehilangan wewenangnya apabita tidak melakukan
pendaftaran, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum

Kemudian dalam pasal 5 Armenwet (yang baru) tahun 1912 tegas-
tegas diakui bahwa yayasan adalah badan hukum, dan dengan sendirinya pula,
yayasan dapat didirikan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Yayasan di negeri Belanda
tahun 1956 dalam pasal 1 dikatakan : “Suatu Yayasan adalah suatu badan hukum
yang diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak mengenal anggota dan
bermaksud dengan pertolongan kekayﬁan yang dicadangkan untuk mengejar
tujuan tertentu”. Kemudian dalam pasal 7 : “Pengurus berkewajiban, agar
Yayasan beserta nama, nama depan dan tempat tinggal dari pendin atau pendiri-
pendiri dan nama, nama depan dan tempat tinggal para pengurus didaftarkan
didalam daftar pusat umum yang disediakan dan lagi pula pengurus harus
mengusahakan agar salinan akta pendirian itu diumumkan pula Selama
pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan, adalah di
samping Yayasan, para Pengurus untuk perbuatannya yang dilakukan atas nama
Yayasan bertanggungjawab tanggung menanggung.

Dengan demikian di negeri Belanda menurut “Wer Op Stichtingen
1956" kedudukan badan hukum diperoleh bersama-sama dengan berdirinya
Yayasan itu, melhat bahwa Yayasan sudah harus bertanggungjawab atas
perbuatan pengurus dalam batas-batas wewenangnva yang dilakukannya selama

pendaftaran dan pengumuman belum dilaksanakan. Dapat ditambahkan di sini,
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bahwa undang-undang tidak mengatur tentang pengesahan Menteri Kehakiman
seperti halnya pada perseroan terbatas (pasal 36 d KUHD - Belanda). Pendafiaran
dan pengumuman itu sebagai pengawasan yang bersifat repressief oleh
pemerintah dan disamping itu penting pula sebagai penerangan (informatie) bagi
pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan telah disinggungnya ketentuan
pasal-pasal Undang-Undang Yayasan di negeri Belanda itu lebih jelastah, bahwa
kedudukan badan hukum Yayasan diperoleh bersama-sama pada waktu berdirinya
Yayasan itu.

Jika terjadi suatu sengketa di muka pengadilan, dimana salah satu
pihak atau pihak-pihak adalah Yayasan, maka kedudukan badan hukum sebagai
telah dijelaskan dimuka adalah diperoleh bersama-sama dengan berdirinya
Yayasan itu sepanjang Yayasan itu didirikan memenuhbi syarat materiil, syarat
formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tentu saja bisa terjadi, bahwa Yayasan itu telah melakukan hal-hat
yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti

a. Bertentangan dengan ketertiban umum;
b. Dalam mencapat tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum.

Dalam hal yayasan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum maka
Hakim akan menetapkan Yayasan itu bukan Badan Hukum dan para pengurus
dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggungjawab penuh tanggung
menanggung. Perlu juga diperhatikan, bahwa dalam hal pengurus melakukan

perbuatan-perbuatan  diluar  batas-batas wewenangnya (di luar tujuan sosial
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Yayasan), maka badan hukum Yayasan tidak terikat dan para pengurus pribadilah
yang terikat dan bertanggungjawab sepenuhnya.

Berbeda halnya di Indonesia, sebelum berlakunya UU Yayasan, maka
dari sisi undang-undang, jelas tidak ada satupun ketentuan yang menyebut secara
tegas bahwa Yayasan adalah badan hukum, tetapi beberapa peraturan perundang-
undangan secara tidak tegas mengakui, bahwa Yayasan adalah badan hukum,
diantaranya yaitu® :

a) UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN
1955-27) Pasal 15 yang mengatur tentang penghukuman terhadap badan
hukum Yayasan. .

b} UUPA Nomor 5 Tahun 1960 (LN 1960-164 TLN 2043) Pasal 21 ayat (2)
dan Pasal 49 jo Pasal 1 PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang Dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah,
mengakui bahwa Yayasan dapat memiliki hak atas tapah.

c¢) Ul Kepailitan telah mensejajarkan Yayasan sebagai badan hukum yang
dapat dijatuhkan putusan pailit, asal saja sebagai debitur yang berada
dalam keadaan berhenti membayar.

d) Undang-Undang Dsrurat Nomor 7 Talhum 1951 tentang Bursa vang
kemudian diubah statusnya menjadi undang-undang biasa, yaitu Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1952 dimana Pasal 9 undang-undang ini
menyatakan bahwa jika suatu perbuatan diancam menurut undang-undang

tersebut, dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,

* Anwar Borahima, Disertast : Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001,
Program Pascasarjana, Program Studi Himu Hukum, Universitas Airlangga 2002, h.65.
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perserikatan lain, atau Yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan
hukuman dijatuhkan dan/atau tindakan diambii terhadap anggota pengurus
badan hukum itu atau terhadap wakil-wakilnya apabila mercka tidak
berada di Indonesia.”
b. Teori tentang badan hukum
Status badan hukum Yayasan dapat diketahui pula dan berbagai teon
mengenai badan hukum. Dalam kaitan dengan badan hukum dapat dikemukakan
teori-teori sebagai berikut" :
1. Teori fiktif

Teori ini dicetuskan oleh von Savigny dan menurut pendapamya
badan hukum itu s¢mata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam
hanya manusia sajalah scbagai subjek hukum, badan hukum itw hanya suatu
fiksi saja, atau dengan kata lain sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
orang menciptakan dalam bayanganmya suatu pelaku hukum (badan hukum)
sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia,

2. Teori harta kckayzan bertujuan (doel vermogen)

Teori yang dicetuskan oich Brinz ini menyatakan bahwasanya hanya
manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat
dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manustapun
yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu
badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya
dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu
tujuan atau dengan kata lain kekayaan yang dimiliki oleh suatu tujuan.

" Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan,
Citra Aditya Bakti: Bandung : 24 h 183
¥ Anwar Borahima, op.cit h.65-70.
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3. Teori Urgan

‘Teori yang dicetuskan oleh Otto vem Gierke In: menyatakan
bahwasanya  badan hukum adalah suatu reahitas sesungguhnya yang
mempunyai kesamaan sifat dengan kepribadian manusia dalam pergauian
hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan
hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk
melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang
mereka putuskan adalah kehendak atau kemauvan dari badan hukum. Teori ini
menggambarkan badan hukum sebagai suwatu yang tidak berbeda dengan
manusia.

4. Teori Kekayaan Kolektif (leer van de collectieve eigendom)

Teon mi dikemukakan oleh Rudolf von Jhering. Pembela teori ini
adalah Marcel Planiol dan Molengraaff, kemudian ditkuti pula cleh Star
Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Menurut teori ini
hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban
anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan
itt merupakan haria kekayaan bersama Dengan kata lain, bahwa orang-orang
yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk
suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh sebab itu badan hukum adalah
suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum adalah sesuatu

yang abstrak_
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5. Teori Kenyataan Yuridis (juridische realiteit)

Dari teori organ muncullah suatu teori baru yang merupakan
penyempitan dart teor1 organ yang disebut teon kenyataan yundis. Ajaran int
dikemukakan oleh E.M.Meijers dan dianut oieh Paul Scholten, dan sudah
merupakan ajaran yang diteriina umum.

Menurut Meijers, badan hukum it mcmpakm.suam realitas, konkit,
ril, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.
Meijers menycbut teori tersebut, teori kenyataan vang sederhana. Disebut
sedethana karena menckankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan
badan hukum (iengan manusia itn terbatas sampat bidang hukum saja. Jjadi
menurut teoni kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riif, seperti
halnya dengan manusia.

Teon yang dianut olech Paul Scholten int berasal dari teori organ yang
dipersempit, artinya tidak begitu mutlak lagi, artinya sckedar diperlukan untuk
hukum, sehingga tidak perlu lagi ditanyakan dimana tangan, kaki, dan otaknya.
Oleh karena itu menurut Paul Scholten, jika ada masalah yang timbul dalam
badan hukum tidak perlu dipersulit, tetapi semuanya dikembalikan kepada
perwakilannya.

6. Teori tentang Harta Kekaysan yang dimiliki oleh seseorang dalam
Jabatannya (leer van het ambtelijk vermogen)

Pelopor teori ini adalah Holder dan Binder. Menurut ajaran ini, tidak

mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain

tanpa daya kehendak (wilsvermogen), tidak ada kedudukan sebagai subyck
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hukum. Ini merupakan konsekuensi terluas dar teori yang menitikberatkan
pada daya berkehendak. Untuk badan hukum, yang berkehendak adalah para
pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus.
Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka berhak karema itu disebut
ambtelijk vermogen. Konsekuenst ajaran ini ialah, bahwa orang belum dewasa,
dimana wali mefakukan segala perbuatan hukum, eigendom ada pada curatele
eigenaarmya atau kuratomya. Teori ambielijk vermogen ini mendekati teori
kekayaan bertujuan (doel vermagen)
7. Teori Leon Duguit

Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subyek
hukum, tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan olch subyek
hukum itu. Di samping itu Duguit menegaskan pula bahwa hanya manusia
dapat menjadi subyek hukum tanpa menjadi pendukung hak. Oleh karena 1
Duguit hanya menerima manusia sebagai subyek hukum, maka baginya juga
hanya manusia menjadi subyek hukum internasional.

Walaupun banyak teori tentang badan hukum, namun tidak seluruh
teori cocok untuk diterapkan pada badan hukum. Untuk mendapatkan penerapan
yang sesuai maka harus dilakukan penyesuaian dengan karakteristik vang dimiliki
oleh suatu badan hukum tertentu. Teori propriefe collectieve misalnya cocok
diterapkan untuk badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk Yayasan
teori ini tidak banyak bermanfaat. Sementara teori harta kekayaan bertujuan (doel
vermogen theorie) hanya tepat untuk diterapkan untuk badan hukum Yayasan

yang tidak mempunyai anggota. Selain teori harta kekayaan bertujuan, teori harta

Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya dapat pula diterapkan
pada badan hukum Yayasan. Hal ini dikarenakan teori ini mendekati teori
kekayaan bertujuan.

Baik teori fiksi maupun teori kekayaan kolektif pada hakikamya
memandang bahwa sebenamya badan hukum itu tidak ada ataw sesuatu yang
abstrak. Sebaliknya teori organ memandang bahwa badan hukum adalah suatu
realitas yang sebenarnya sama dengan manusia. Pandangan yang demikian ini
sebenamya terlalu jauh karena walaupun dalam kenyataan yuridis sama dengan
manusia dalam lapangan hukum kekayaan, seperti mempunyai hak kebendaan dan
turut serta dalam pergaulan hukum sebagai pihak dalam suatu perjanjian, namun
tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dapat pula dilakukan
oleh badan hukum. Semisal dalam lapangan bukum keluarga, badan hukum tidak
dapat melakukan perbuatan hukum.”

Menurut J.H.P. Bellefroid'’, untuk ilmu hukum saat ini, teori-teori
tersebut tidak berlaku, karena hukum yang berlaku memperbolehkan badan
hukum yang terdiri (didirikan) oleh manusia turut serta dalam pergaulan hukum di
SAmping orang.
<. Pendapat-pendapat para sarjana (dokirin)

Selain dan Undang-Undang dan teori, status badan hukum Yayasan
dapat pula diketahui dengan menelusuri pengertian dan unsur-unsur Yayasan,
Beberapa pengertian Yayasan vang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain :

Menurut Schelten :

? Al Rido, op.cith 10.
¥ Chidir Ali, Badan Hudamm  Alumni : Jakarta, 1999,

19

Tesis Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

“Yayasan adalab suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu
pernyataan sepihak, Pernyatan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan
untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu
diurus dan digunakan”.'' Dengan demikian Yayasan adalah badan hukum, yang
mempunyal Unsur-unsur |

|. mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan

pemusahan.
2. mcmpunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. mempunyai alat-alat perlengkapan (organisasi).
Pendapat Pitto tentang Yayasan :
“Sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan hukum, maka untuk pendirian
Yayasan harus ada sebagai dasar suatu kemauan yang sah. Pertama-tama
harus ada maksud untuk mendirikan suatu Yayasan selanjutnya perbuatan
hukum itu harus memenuhi tiga syarat materiil, yakni adanya pemisahan
kekayaan, tujuan dan organisast, dan satu syarat formal, yakni surat.”
Lemaire memberikan uraian yang lcbih terperinci tentang Yayasan sebagai
berikut :
Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan bukum, yakni dengan pemisahan
suatu harta kckayaan untuk tujuan yang tidak mengharspkan keuntungan
(altruische doel} serta penyusunan suatu orpgamsasi (berikut pengurus),
dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.

Bregstein berpendapat tentang Yayasan sebagai berikut :

"' paul Scholten, Vertegenwoordiging en rechipersoon, h 194 sebagaimana dikutip oleh Al
Rido, HBadan Hulmm dan Keduds':an Badan Hukum Perseroan. Perkumpulun, Kovperasi
Yayasan, Wakaf. Bandung . Alumni, 2001, h. 107,
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Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan
hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau
penghasilannya kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan atau
kepada orang-orang lain, terkecuali sepanjang yang mengenai terakhir in,
yang demikian adalah untuk kegumaan tujuan idul.

Menurut Meijers, maka pada Yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut :

1. penctapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.

2. tidak memiliki anggota.

3. tidak ada hak bag pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang bérakibat

jauh dalam tujuan dan organisasi.

4, perwujudan dan suatu tujuan, terutama dengan modal yang dimaksudkan untuk

itu.

Van Apeldoorn menjelaskan sebagat berikut
Yayasan (stichting) adalah harta yang mempunyai tujuan tertentu, fetapi
dengan tiada yang empunya. Adanya harta yang demikian, adalah suatu
kenyataan, dan juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia
diperlakukan seolah-olah 1a suatu purusa. Jadi konstruksi yun'disnyg adalah,
ada harta dengan tujuan tertentu, tetapi tidak dapat ditunjuk sesuatu subyek,
sehingga dalam pergaulan diperlakukan scolah-olah adalah subyek hukum.

Emerson Andrews mengemukakan definist Yayasan sebagai bertkut :
“A nongovernmental, nonprofit organization having a principal fund of its
own, managed by its own trustees or directors, and established to maintain or
aid soctal, educational, charitabhle, religious, or other activities serving the

common welfare,”

2]
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Yayasan atau foundation tidak dapat dipisahkan dari pengertian charity.
A charity in the legal sense, may be more fully defined as a gift, to be applied
consistently with existing laws, for the benefit of an indefinite number or
persons, either by bringing their minds or hearts under influence education
or religion, by relieving their bodies from disease, suffering or constraint, by
assisting them to establish themselves in life, or by erecting or maintaining
public buildings or works or otherwise lessening the burdens of government.
Menurut Utrecht yang dimaksud dengan Yayasan adalah :
Tiap kekayaan (vermogen) yang udak merupakan kekayaan orang atay
kekayaan baaan dan yang diberi myjuan tertentu.
Menurut Sri Soedewi, Yayasan adalah :
Tiap-tiap organisasi yang didiikan oileh seorang atau lebih, dengan
pernyataan sebelah pihak, untuk tujuan yang tertentu, yang untuk organisasi
itu ditersendirtkan harta kekayaan oleh para pendiri.

Dari beberapa definisi yang ada maka hanya beberapa di antaranya
yang menyebut, bahwa Yayasan adalah badan hukum, itu pun hanya para pakar
yang berasal dari manca negara. Sedangkan pakar yang beraasal dari Indonesia
hanya mengemukakan definisi Yayasan dengan menonjolkan pada unsur/syarat
yang harus dmniliki oleh Yayasan terutama mengenai adanya pemisahan kekayaan
yang dipisahkan. Hal tni kemungkinan disebabkan ketidakjelasan status badan
hukum Yayasan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, status

badan hukum Yayasan tidak ditentukan di dalam Undang-Undang, melainkan

22

Tesis Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

melalui Yurisprudensi, sedangkan di Belanda status badan hukum Yayasan jelas
ditentukan dalam Undang-Undangnya.

d. Yurisprudensi

Keputusan-keputusan pengadilan selalu memutuskan bahwa pendirian
suatu yayasan itu mungkin dilakukan, baik dari Hege Raed maupun dari
Pengadilan-pcngadilan yang lebih rendah (30 Juni 1882, W.4800; 11 Dec.1914,
N.J.1915, 238, W.9755;W P.N.R 2360},

Di Indonesta, yurisprudensi mengenai kedudukan yayasan sebagai
suatu badan hukum dapat diketzhui dari beberapa putusan Mahkamah Apung
(MA) diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan MA, No. 124 K/Sip/1973, tanggal 27 Juni 1973 tentang
kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum vang membenarkan
putusan judex facti, dengan uraian® -

» Bahwa Yayasan Dana Pensiun HM.B. tersebut didirikan di Jakarta
dengan nama “stichting- Pensimfonds H.M.B.Indonesie” dan
bertujuan menjamin keuangan para anggotanya;

+ Bahwa para anggotanya ialah pegawai-pegawai N.V.HM.B.;

= Bahwa Yayasan tersebut mempunyai pengurus tersendint terlepas dari
NV.H.M.B., di mana ketua dan bendahara dipilih dircksi NV.HM.B.;

¢ Bahwa pengurus Yayasan tersecbut mewakili Yayasan di dalam dan di

luar pengadilan;

"2 Ali Rido, op.cith 107,

" Himpunan Fulusan MA dan Chidir Ali sebagaimana dikutip oleh HLP. Panggabean dalam
bukunya frakaik Peraditan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upava Penanganan SNengketa
Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pustaka Sinar Harapan - Jakarta, 2002, h 10,
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» Bahwa Yayasan tersebut mempunyai harta tersendin, karena hibah
dari NV.H.M.B. (akta hibah);

e Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut merupakan suatu badan
hukum.

2. Putusan MA No. 476 K/Sip/1975, tanggal 8 Juli 1975, tentang tujuan
Yayasan, membenarkan pertimbangan judex facti, dengan uralan sebagai
berikut '*:

s Permbahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja
karena dalam hal im tujuan dan maksudanya tetap ialah untuk
membantu ketuarga keturunan almarhum Almuhsin bin  Abubakar
Alatas.

3. Putusan MA No.601 K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977, tentang

Pengurus Yayasan memberi pertimbagan sebagai berikut'” :

¢ Gupatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat
gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, pada hal dalam dalil
gugatannya discbutkan Tergugat scbagal pengurus Yayasan yang
menjual rumah-rumah milik Yayasan, scharusnya Tergugat digugat
sebagai pengurus Yayasan.

Dani yunsprudensi tersebut tampak dengan jelas mengenai kedudukan

Yayasan scbagai badan hukum (adanya harta kekayaan yang terpisah,

adanya tujuan tertentu}  dan kedudukan pengurus Yayasan dalam hukum

" Ibid, h.11.
Yibidh1!
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acara perdata. (pengurus Yayasan bertindak mewakili Yayasan di dalam dan
di luar Pengadilan).

Dari berbagai penelusuran yang dimulai dari undang-undang, teort,
doktrin, dan yurisprudensi, baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai unsur-unsur Yayasan sebagai bertkut :

1. badan hukum ;

2. tidak mempunyai anggota,

3. adanya harta kekayaan yang dipisahkan;

4. mempunyai tujuan di bidang sos:al, keagamaan, dan kemanusiaan.

Bagaimana dengan Yayasan di Indonesia ? Praktek hukum dan
kebiasaan membuktikan, bahwa di Indonesia itu :

a. dapat didinkan suatu Yayasan,
b. Yayasan mempumyai kedudukan sebagai badan hukum.

Dalam kenyatsannya yayasan — yayasan yang didirikan itu dalam
pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendini, sebagai salah
satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain. Yayasan
dapat didinkan baik pada waktu pendirinya masih hidup atau dengan suatu surat
wasiat. Untuk mendirikan suatu Yayasan dipcrlukanm:

L. Syarat-syarat materiil yang terdin dari :
a. Harus ada suatu pemusahan kekayaan;

b. Suatu tujuan

¢. Suatu organisasi.

'S Ali Ride, Ibid, h 110
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1L, Syarat tormil :

a. Dengan akta otentik

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapamya

tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu
sendin harus tujuan yang idiil, dengan demikian tidak dibenarkan tujuan yang
komersiil atau tujuan untuk kepentingan sendin. Pendin mempunyai kebebasan
untuk mengatumya sesuai dengan kehendaknya. Akta pendirian memuat aturan-
aturan, tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota
pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus.

| Walaupun Yayasan belum diatur dalam undang-undang, praktek
hukum yang berlaku di Indonesia menentukan bahwa Yayasan selalu didirikan
dengan akta notaris sebagai syarat terbentuknya suatu Yayasan, Dalam akta
pendinannya memuat anggaran dasar yang memuat puia :

a. Kekayaan yang dipisahkan,

b. Nama dan tempat kedudukan Yayasan;

¢. Tujuan;

d. Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;

¢. Cara pembubaran;

f. Cara menggunakan sisa kekayaan dari Yayasan yang telah dibubarkan.

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan

mengumumkan akta pendinannya, juga pengesshan dari Menteri Kehakiman
sebagal tindakan preventif tidak disyaratkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang

ialah kapan suatu yayasan itu memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum ?
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Ali Rido mengatakan bahwa pendapat Scholten dan Pitlo yang menyatakan
bahwa kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya
Yayasan dapat diberlakukan juga di Indonesia.'’

Dalam prakiek, sebagai badan hukum, Yayasan harus diatur dalam
akta notaris yang memuat pula peraturan dari Yayasan itu. Pengurus dapat
bertindak atas nama Yayasan dan mewakili Yayasan di depan Pengadilan. Dalam
hal pengurus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
atau karena melakukan suatu salah urus oleh pengadilan setempat dapat dipecat
dimana hal ini dapat dilakukan atas tuntutan pihak kejaksaan atau atas perminiaan
pihak yang berkepentingan. Sebelum diadakan pencatatan dalam register umum
maka pengurus dalam perbuatannya bertanggung jawab secara solider untuk
keseluruhannya terhadap pihak ketiga terlepas dari pertanggungan jawab Yayasan,
apabila perbuatannya itu dilakukan masih dalam batas-batas ketentuan dalam
peraturan ‘t’ayz:‘asan.18

Berakhirnya suatu Yayasan dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu -
a Karena berakhimya jangka waktu bagi Yayasan (lazimnya Yayasan didirikan
untuk jangka waktu tertentu.
b. Karena tujuan Yayasan telah tercapai atau karena tujuannya telah nyata tidak
dapat tercapai lagi,
¢. Karena Yayasan dalam keadaan pailit;

d. Karena hal-hal yang diatur dalam peraturan dan Yayasan.

Y ivid, b t1t.
¥ Chidir Ali, op cit,. h.90.
¥ Chidir Ali, op cith 91,
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Dengan berakhirnya Yayasan, harta miliknya menjadi milik negara,

jika akta Yayasan tidak menyebutkan lain.

2} Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
Secara umum dapat disimpulkan bahwa vyayasan (foundation)
merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak
bertujuan untuk mencari keuntungan.
Dengan dundangkannya Undanp-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun
2001, wmaka pengertian yayasan menjadi lebih jelas sekaligus mengakhiri
perdebatan mengenai apakah Yayasan adalah suam badan hukumn atau bukan.
Perdebatan mengenai kedudukan hukum yayasan ini berakhir karena Pasal 1 butir
1 dengau tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang
terdin atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang
sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Pasal I butir | Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 200]
Yayasan adalah badan hulum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai fujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota
Dari sudut teor, ilmu hukum telah mengenal adanya Teori Kekayaan
Bertujuan. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
Akan tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-

hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi
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pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suam badan hukum,
sebenamya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan sebagai
gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan
yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Teori hukum ini mendasari keberadaan
keberadaan yayasan sebagai suatu badan hukum.

Yayasan memperolch status badan hukum setelah akta pendirtan
Yayasan memperoleh pengesahan dari Menten Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16
Tatun 2001

1. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akia pendirian Yayasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari
Menteri.

2. Uniuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri
atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang
membuat akia pendirian Yayasan tersebut.

3. Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menvampaikan
permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat
10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan
ditandatangani.

4. Dalam memberikan pengesahan akia pendirian Yayasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi
terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima secara lenghkap. '

3. Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, wajib menyampaikan
Jawaban dalam jangka wakiu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

6. Permohonan pengesahun akia pendirian Yayasan dikenakan biaya vang
hesarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 200! tentang Yayasan

Yayasan mempunyui tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia yang ditemtukan dalam Anggaran Dasar.
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Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama desa atau yang
dipersamakan dengan itu hams disebutkan pula nama, kecamatan, kabupaten,
kota, dan propinsi.

A. Kegiatan Usaha dan Tujuan Sosial Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan membertkan
kesempatan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha sebagatmana terithat
dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 teniang Yayasan
1. Yayasan dapat melakukan kegiaian usaha untuk menunjang pencapaian

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha.

2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina,
Pengurus, dan Pengawas.

Jelas terlihat dan ketentuan di atas, bahwa kegiatan usaha Yayasan
adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan
yvang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Hal ini mempakibatkan
seseorang yang menjadi organ Yayasan harus bekerga sccara sukarela tanpa
menenma gaji, upah, atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) di atas, lebih
mempertegas bahwa kegiatan usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tyjuan
Yayasan dan bukan untuk kepentingan organ Yayasan dan sekaligus sejalan
dengan yang dikatakan olch Harold F., Lusk bahwa :

"A not-for-profit corporations cannot distribute any surplus it may

have to its members or shareholders. "™

® Lusk, Hewitt, Donnell and Barness, Business Law : Principles and Cases, 4 U.C.C. Edttion,
Richard D Irwin, Inc. | Georgelown, Ontanio, 1978, h. 452

30

Tesis Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Aps yang dikatakan oleh Harold F.Lusk, semakin memperjelas
kedudukan Yayasan sebagai suatu badan hukum yang tidak beronientasi mencari
keuntungan dan tidak membagikan hasii kegiatan usaha kepada Pembina,
Pengurus, dan Pengawas.

Namun dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2004 dapat
ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah,
atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :

a. bukanlah pendini Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan
Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Pasal 7 Undang-Undang Nomar 16 Tahun 2001 tentang Yavasan

1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan
maksud dan tujuan Yayasan.

2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang
bersifal  prospektif dengan ketentuan seluruh penyeriaan {ersebut
palingbanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan
Yayasan. )

3. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap
sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris
atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2}.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
avat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan
perundang-undangan vang berlalu.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas,
termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga,

perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan
ilmu pengetahuan.

31

Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Ketentuan di dalam pasal-pasal di atas, menghapuskan kontroversi
apakah Yayasan boieh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan
usaha Dalam hubungan ini, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih
tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang memperoieh faba, tetapi mengejar
laba bukanlah tujuannya Kegiatan dengan tujuan mengejar laba haruslah tidak
diperbolebkan memilih bentuk badan hukum Yayasan, tetapi bentuk badan hukum
lan yang tersedia untuk maksud mengejar laba seperti Perseroan Terbatas
umpamanya’ .

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan
usaha, baikk dengan menjadi peserta dari suatu badan usaha, maupun dengan
mendirikan suatu badan usaha baru, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

i samping apa yang diperoleh dari kegiatan usaha Yayasan,
kekayaan Yayasan diperoleh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumiah kekayaan vang dipisahkan dalam

\bentuk uang atau barang

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan
dapat diperoleh dari:
a} sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b) wakaf;
c) hibah;
d) hibah wasiat; dan
¢) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal kekayaan Yayasan herasal dari Wakaf, maka berlaku ketentuan
hukum perwakafan.

' Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu
Badan Hulum Sosial], Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002 . h.S.
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4. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan
yang tidak mengikar” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima
Yayasan, baik dan negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakn  Wakaf”
adalah wakaf dar orang atau badan hukum . Kekayaan Yayasan yang berasal dari
wakaf tidak termasuk harta pailit. Mengenai besarnya hibah wasi& yang
diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum
waris. Adapun yang dimaksud dengan “perofehan lain”, misalnya deviden, bunga
tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil badan usaha yang didirikan
oleh Yayasan atau hasil penyertaan Yayasan pada suatu badan usaha.
LPasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

1. Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada
Yavasan.

2. Ketentuan mengenai syaral dan tata cara pemberian bantuan Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,
B. Organ-Organ Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum merupakan “artificial person” (orang
ciptaan hukum) yang hanya depat melakukan perbuatan hukum dengan
perantaraan manusia selaku wakilnya. Yayasan sangat tergantung pada wakil(-

wakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, karenanya agar yayasan dapat
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dengan mudah melakukan perbuatan hukum tersebut yayasan harus mempunyai
organ. Ketiadaan organ menycbabkan yayasan tidak dapat berfungsi dan
mencapai maksud dan tujuan pendiriannya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yayasan dibina, diurus dan
diawasi oleh organ yayasan. Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah seperti
ditentukarr dalam Undang-Undang Yayasan No.16 Tahun 200] adatah Pembina,
Pengurus, dan Pengawas.

Pasal 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan
fengawas

1.Pembina
Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001,
pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangsn yang tidak
diserahkan kepada pengurus atan pengawas oleh undang-undang int atau anggaran
dasar. Menurut pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001,
kewenangan pembina yayasan meliputi :
a) Keputusan mengenai perubahan angparan dasar;
b} Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota
pengawas,
¢) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar
ydyasan,
d) Pengesaban program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan,
¢) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

yayasan.
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Menurut pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah :
a) Orang perseorangan sebagai pendiri yayasan; dan/atan
b} Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan
yayasan.

Memperhatikan kewenangan-kewenanpan vang dimiliki oleh pembina
yayasan, dapat disimpulkan bahwa pembina yayasan merupakan organ yayasan
yang memegang kekuasaan tertnggi dalam yayasan. Disamping itn, ia juga
mempunyai tugas utama memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasélx
dengan mengadakan rapat tabhunan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan,
hak dan kewajiban yayasan sclama tshun yang lampau, serta pemneriksaan dan
pengesahan laporan tahunan yang disusun oich pengurus dan ditandatangami oleh
pengurus dan pengawas. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai
anpgota pengurus dan /atau anggota pengawas (pasal 29 Undang-Undang Yayasan
Nomor 16 Tahun 2001).

2. Pengurus

Peranan Pengurus amatiah dominan pada suatu organisasi. Pada yayasan
hal i lcbih mencolok fagi dalam keadaan tidakadanya pendiri ataupun pada
situasi di mana Pendiri merangkap sebagai Pengurus. Keadaan ini hanya mungkin
scbelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara
efektif. Undang-Undang Yayasan tidak memperkenankan adanya suatu jabatan

rangkap. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan
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yayasan. Mengenai Pengurus mi Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
mengatumya dalam pasal 31 sampai dengan pasal 39. Pengurus tidak boleh
merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan
dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan,
tugas, dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat
merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Sesuai dengan asas persona standi in judicio, maka Pengurus Yayasan
mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan. Pengurus Yayasan menerima
pengangkatannya berdasarkan kepercayaan, atau berdasarkan ﬁducr‘ary duty. Hal
ini terihat dari ketentuan pasal 35 ayat (2). Perlu dikemukakan bahwa Undang-
Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 membedakan antara Pengurus dengan
pelaksana kegiatan yayasan. Bila Pengurus tidak menerima gaji, upah, atan
bonorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontra prestasi bag
pelaksana kegiatan yayasan

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan bila terjadi perkara
di depan pengadilan antara yayasan dengan angpota Pengurus yang bersangkutan
dan juga dalam hal terdapat “conflict of interest” antara anggota tersebut dengan
Yayasan,

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tidak secara tegas
mengatur mengenal kewenangan Pengurus. Namun demtkian maksud dan tujuan
yayasan merupakan sumber kewenangan bertindak pengurus yayasan dalam
mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Kewenangan Pengurus juga

dibatasi dalam hal-hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang,
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pengalihan kekayaan yayasan , atau pembebanan atas kekayaan yayasan untuk
kepentingan pihak lain.
Pasal 37 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
(1) Pengurus tidak berwenang :

fa) Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang

{b) Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina

(c) Membebani kekayaan Yavasan untuk kepentingan prhak lain.
(2)Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan

perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan.

Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama
yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan
menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan
terlebih dahulu dari Pembina dan atau Pengawas, musalnya untuk menjaminkan
kekayaan Yayasan guna membangun seckolah atau rumah sakit. Selanjutnya,
Pengurus juga dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi
dengan yayasan, organ yayasan, dan karyawan yayasan, kecusii bila perjanjian
tersebut bermanfaat bagi tercapainya tujuan yayasan.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juga membuka
kemungkinan Pengurus bertanggungjawab tidak terbatas atas kerugian yang
diderita oleh yayasan. Bila Kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, maka
pengurus dapat bertanggungjawab secara tanggung renteng, kecuali Pengurus
vang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya. Pengurus yang  dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam
mengurus  sugtl  Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan
memperoleh kckuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus Yayasan

manapur.
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3. Pengawas

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur adanya
suatu Badan Pengawas atau Pengawas dalam suatu yayasan , yang bersifat
intenal yayasan itu sendiri. Undang-Undang ini tidak mengatur adanya suatu
Pengawas atau Badan Pengawas cksternal, seperti Charity Commission di Inggris
misalnya. Jadi di sini Pengawas itu merupakan organ dari masing-masing
Yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasthat kepada Pengurus.
Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.(pasal 40 ayat
4)

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan
serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan
(pasal 40 ayat 1), Adapun tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada
pengurus oleh pengawas yayasan dalam ranpka pencapaian maksud dan tujuan
yayasan. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang
mampu metakukan perbuatan hukum. (pasal 40 ayat 3).

Seperti juga pengurus, maka pengawas pun harus meiakukan tugasnya
sesuai dengan “fiduciary duty”

Pasal 42 Undang-Undang Yayasarn Nomaor 16 Tahun 2001

Pengawas wajih dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

Kewenangan Pengawas diatur dalam pasal 43 ayat ! Undang-Undang
Yayasan yaitu dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan
mengemukakan alasan-alasan pemberhentian, dan melaporkan dalam jangka

waktu vang ditetapkan kepada Pembina, dan Pembina yang akan menentukan
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apakah Pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau justru pemberhentian
dibatalkan.

Pengawas di dalam melakukan fugasnya harustah berdasarkan “duty of
skill and care”, yaitu harus berdasarkan kecakapan dan kehati-hati@ yang
seharusnya dimiliki oleh seorang Pengawas. Oleh karena itu, bila kepailitan
terjadi karena kesalahan dan atau kelalaian, seperti juga pada pengurus, maka
sctiap anggota Penpawas secara tanggung reuteng bertanggungjawab atas
kerugian tersebut, kecuali anggota yang dapat membuktikan bahwa kepailitan
bukan karena kesalahan atau kelalaian anggota tersebut. Anggota pengawas yang
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu paling
fama 5 (luma) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,
tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

C. Pendirian, Perzhahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman
1. Pendirian

Yayasan didirikan oleh 1(satu) orang atau lebih dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan
bahwa pendiri bukaniah pemilik Yayasan karena sudah sejak semila telah
memisahkan sebagian dari kekayaannva menjadi milik badan hukum Yayasan. Ini
merupakan salah satu alasan untuk berpendapat bahwa Yayasan adalah milik
masyarakat. Orang asing pun, pada dasamya dapat mendirikan Yayasan di
Indonesia,
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

{. Yayasan didirikan oleh I(satu) oraiig atau lebih dengan memisahkan sebagian
harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
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2. Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan

akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayar (2}

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

5. Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh
orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara
pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

AW

Yang dimaksud dengan “orang” dalam ketentuan ayat (1) di atas adalah orang
perseorangan atau badan hukum.

Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Apabila terdapat
surat wasiat yang berisi pesan untuk mendinikan Yayasan, maka ha! ini dianggap
sebagai kewajiban yang ditujukan kepada mereka yang ditunjuk dalam surat
wasiat selaku penerima wasiat, untuk melaksanakan wasiat. Penerima wastiat
bertindak mewakili pemberi wasiat. Dalam hubungan ini, bila penerima wasiat
atau ahli waris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan
Yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat
memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri harus melaksanakan tugasnya
berdasarkan “fiduciary duty”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

1. Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang
lain berdasarkan surat kuasa.

2. Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima
wasial bertindak mewalkili pemberi wasiat,

3. Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayar (2} tidak
dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan

dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan
untuk melaksanakan wasiat tersebut.
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Mengenai apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam suatu Anggaran
Dasar diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang

Yayasan.
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 fentang Yayasan

{. Alaa pendirian memuat Anggaran Dasar dan kelerangan lain yang dianggap
periu.

2. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

a) nama dan tempat kedudukan;

b) maksud dan tujuan seria kegiatan untuk mencapaimaisud dan tujuan
tersebul;

¢/ jangka waktu pendirian;

d) jumlah kekavaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pri badf pendiri
dalam bentuk uang atau benda;

e) cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;

1) 1ata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggola
Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

gl hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;

h} tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;

i) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

Jj)  penggabungan dan pembubaran Yayasan, dan

k) penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekavaan
Yayasan setelah pembubaran.

3. Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya nama, alamai, pekerjaam, tempat dan tanggal lahir, serta
kewarganegaraan Pendiri,Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

4. Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi
Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} huruf d ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan istilah “benda” dalam ketentuan ayat (2) huruf
d di atas adalah benda berwyjud dan benda tidak berwujud yang dapat diniiai
dengan uang.
2. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan
Yayasan. Perubahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat

Pembina. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan
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harus mendapat persetujuan Menteri. Anggaran Dasar tidak dapat diubah pada
saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit kecuali atas persetujuan kurator.
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan
Yayasan.

FPasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

!. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
keputusan rapat Pembina.

2. Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan, apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggoia Pembina.

3. Perubahan Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan akia notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
1. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus
mendapat persetujuan Menteri.
2. Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada
Menteri.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara
mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran
Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran
Dasar. '
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yavasan
Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilalukan pada saar Yayasan
dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.
3. Pemgumuman

Anggaran Dasar yang telah disahkan scbagai badan hukum atau

perubahannya yang tclah disctujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan
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dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Untuk pengumumannya
dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi
pertanyaan adalsh bagaimana jika pengumuman tersebut tidak dilakukan oleh
Menteri tersebut ? Kemungkinan kedua adalah dilakukan pengurnuman akan
tetapi lebih dari jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apa yang menjadi tujuan
pemberian waktu pengumuman selama 14 {empat belas) hari tersebut? Bukankah
dengan pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteni yang bersangkutam, Yayasan
teiah memperoleh status badan hukum dan berarti Anggaran Dasar tersebut layak
untuk diumumkan tanpa harus menunggu waktu sampai paling lambat 14 (empat
belas han)? Menurut hemat saya, dengan pertimbangan bahwa dengan
pengesahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri Kehakiman maka suatun
Yayasan tclah memperoleh status badan hulamm (pasal 11 UU No.28/72004)
schingga setelah pengesahan Anggaran Dasar maka seketika itu juga dilakukan
pengumuman tanpa harus menunggu waktu sampai paling lambat 14 (empat belas
hari} karena jangka waktu tersebut cenderung digunakan untuk melakukan
perimbangan-pertimbangan tertentu oleh Menteri Kehakiman dan HAM dimana
hali m sebenamya tidak perlu dilakukan lagi. Lain halnya dengan periode
pengesahan anggaran dasar yang memang Menteri Kehakiman dan HAM periu
meilakukan perimbangan-pertimbangan dibantu instansi terkait (pasal 11 ayat (4)
dan ayat (5) UU No.28/2004).

Dalam hubungan dengan pengesahan dan pengumumam Anggaran
Dasar Yayasan oleh Menteni Kehakiman dan HAM, maka menurut saya, pernbuat

undang-undang mengesampingian kepentingan pihak ketiga yang berhubungan
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dengan Yayasan karepa dengan disahkannya Anggaran Dasar suat Yayasan oleh
Menteri Kehakiman dan HAM maka suatu Yayasan telah memperoleh status
badan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama
Yayasan menjadi tanggung jawab Yayasan itu sendint sebagai konsekuensi status
badan hukum. Akan tetapi menjadi suatu persoalan baru manakala pengurus
Yayasan melakukan perbuatan hukum pada saat Anggaran Dasar Yayasan behmm
diumumkan atau dalam waktu 14 (empat belas) han tersebut. Apakah akibat
hukurn dari perbuatan hukum yang dilakukan olch pengurus Yayasan sebelum
dilakukan penguumuman ? Di sini saya melihat bahwa pembentuk undang-
undang. mengesampingkan kepentingan pihak ketiga karena esensi dan
pengumuman anggaran dasar adalah melindungi pihak ketiga (asas publisitas).
Dengan demikian pihak ketiga dapat meoclazh mengenai struktur hukum dan
badan bukum itu, mengenai tujuannya, siapa-siapa yang berhak bertindak. UU
Nomor 16 Tahun 2001 hanya menpatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan
oieh pengurus Yayasan seteiah memperoleh status badan hukum akam tetapi tidak
mengatur perihal perbuatan hukum yang dilakukan pengurus selama pengumuman
anggaran dasar oleh Menten belum dilakukan. Memang perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pengurus Yayasan setelah Yayasan memperoleh status badan
hukum akan menjadi tanggungjawab Yayasan itu sendiri akan tetapi pihak ketiga
akan menjadi pthak yang dirugikan dalam hal ini apabila pengurus Yayasan
melakukan tindakan-tindakan hukum yang sekiranya merugikan pihak ketiga
karena pihak ketiga tidak mengetahui apa isi dari Anggaran dasar Yayasan

terscbut dikarenakan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Hal ini
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selain merugikan pihak ketiga juga akan merugikan Yayasan itu sendini akibat
itikad bunik pengurus Yayasan karena pada akhimya Yayasanlah yang akan
bertanggungjawab. Dalam hubungan i, UU Nomor 16 Tahun 2001 membuka
peluang pengurus Yayasan untuk memanfaatkan status badan hukum Yayasan
dengan tujuan merugikan pihak ketiga.

Dengan alasan terscbut di atas, maka menurut hemat saya
pengumuman dilakukan seketika itu juga setelah dilakukan pengesahan Anggaran
Dasar oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan tuyjuan untuk mencegah
terjadinya aspek negatif tersebut,

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentung Perubahan UU Nomor

16 Tabun 2001

1. Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan
wajib diunmumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan oleh Menteri
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal akia pendirian Yayasan disahkan alau perubahan Anggaran Dasar
disetujui atay diteima Menteri.

3. Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UL
Nomar 16 Tahun 2001

Perbuatan hulum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum
Yayasan memperoleh status hadan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus
Secara fanggung renfeng.
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D. Eksistensi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomeor 16
Tahun 2601 tentang Yayasan
Sebelum diundangkan UU Nomor 16 Tahun 2001, jumiah Yayasan di

Indonesia tiap tahunnya diperkirakan berdiri lebih kurang 200 (dua ratus)

Yayasan. Dalam hubungan ini maka timbul suatu persoalan tentang eksistenst dari

Yayasan vang telah ada tersebut dengan divndangkannya UU Yayasan. Dari

ketentuan Pasal 71 UU Yayasan dapat disimpuikan bahwa Yayasan yang telah ada

scbelum berlakunya UU Yayasan tetap diakui scbagai badan hukum, asalkan
memenubi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Yayasan. Persyaratan terscbut
antara iain adalah :

1. Yayasan terscbut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau;

2. Yayasan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izn
operasi dari instansi terkait ;

3. Yayasan tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya UtJ
Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasamya dengan ketentuan UU
Yayasan ;

4. Yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan
ketentuan UU Yayasan, paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun wajib
menyampaikan keadaan tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM;

5. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan -
bukan bubar demi hukum — oleh Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atan

pthak yang berkepentingan.
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Dengan demikian Undang-Undang Yayasan masith memberikan
pengakuan dan menerima Yayasan yang sudah ada sebelum dimdangkannya
Undang-Undang Yayasan sebagai badan hukum asal memenuhi persyaratan
sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 71 avat (1). |

Menurut Anwar Borahima®, ketentuan ini belum memmtaskan
permasalahan, sebab Yayasan yang ada selama im sebagian besar tidak terdaflar
di Pengadilan Negeri. Para pengurus menganggap sudah cukup dengan akta
notaris saja. Selain itu, untuk diakui sebagait badan hukum, Yayssan tidak
diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan dalam Berita Negara“. Di sisi
lain, pengaturan lebth lanjut mengenai penyelesaian Yayasan yang tidak terdafiar,
tidak ditemukan di dalam pasal serta penjelasan UU Yayasan tersebut schingga
masih dipersoalkan tentang eksistensi Yayasan yang tidak terdafiar tersebut.

Jika hanya dilibat dani bunyi ketentuasm UU Yayasan dapat
disimpulkan bahwa Yayasan yang tidak terdafiar di Pengadilan Negeri, tidak
tercakup dalam ketentuan tersebut sehingga sulit untuk mencarikan jalan
keluamya atau dengan kata lain, Yayasan tersebut tidak diakui sebagai badan
huknm dan juga tidak disediakan sarana penyelesaiannya. Untuk mencapai tujuan
hukum, perlu dicari jalan keluar agar kepastian, keadilan, dan kemanfaatannya
dapat tercapa.

Lebih fanjut menurut Anwar Borahima, sebenarnya ada beberapa hal
yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini antara lain dengan
mengambil perbandingan dengan negara lain dan mengubah bentuk Yayasan

menjadi perkumpulan.

“ Aowar Borahima, op cit, h.§1.
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Seperti halnya di Belanda, ketika UU Yayasan (stichting wel)
diberiakukan, maka Yayasan-Yayasan yang telah ada sebelum mulai berlakunya
Stichting Wet tetap diakui. Hanya saja persyaratannya harus mengadakan
penyesuaian dengan undang-undang tersebut, antara lam untuk menyusun kembali
anggaran dasammya dalam suatu akta otentik (akta notaris), dengan tetap
mempertahankan sebagai badan hukum.

Selain cara yang dilakukan di Belanda, sebenarnya dapat juga
dilakukan dengan mengambil model di Amerika dan Inggns. Di kedua negara
tersebut bagi organisasi nonprofit yang tidak memenuht syarat sebagaimana yang
ailcnmkm di dalam UU organisasi nonprofit, organisasi tersebut dapat tidak
berbentuk badan hukum, tetapi keistimewaan-keistimewaan yang diberikan
kepada organisasi nonprofit yang berbadan hukum diperlakukan juga terhadap
organisasi nonprofit yang tidak berbadan hukum, seperti pengurangan pajak dan
sebagainya. Adapun asosiasi tak berbadan hukum didefinisikan sebagai berikut

“two or more persons bound together for onc or more purposes, not
being business purposes, by mutual underiaking, each having mutual
duties and obligations, in an organization which has rules which identify
in whom control of it and its funds rests and upon whats terms and which
can be joined or left at will. The bond of union between members of an
unincorporated association has to be contractual”

Definisi tni mmembedakan asosiasi tak berbadan hukum dan perseroan,

individu, partnership, dan lain-lain. Asosiasi tidak dapat menggugat atau digugat

2 Lester m. Salamon. 1997 The International Guide to Non Frofit Law. John Wiley & Sons, Inc,
New York, h.313. sebagaimana dikutip oleh Anwar Borahima dalam diseriasinya h, 89.
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atas namanya. Proses hukum biasanya harus dilakukan oleh, atau diarahkan pada
anggota individu atau para pejabamya. Asosiasi juga tidak dapat dipersalahkan
atas suatu tindakan kriminal.

Akan tetapi di Indonesia, pengecualian dan pengurangan pajak tidak
lagi sepenuhnya dapat dinikmati oleh Yayasan. Oleh karena itu, cara terbaik yang
dapat dilakukan adalah, bagi Yayasan yang telah ada sebelum beriakunya UU
Yayasan tanpa melihat terdaftar atau tidak —sekalipun fungsi pendafiaran itu
penting-hendaknya tetap diakut sebagai badan hukum. Kemudian Yayasan
tersebut diberi kesempatan untuk menyesuatkan dengan UU Yayasan seperh
halnya yang pernah terjadi di Belanda.

Bagi Yayasan yang belum terdaftar, hares melakukan pendaftaran
lebih dahuly, kemudian menyesugikan anggaran dasamya, sedangkan bagi yang
sudah terdaftar hanya menyesuaikan anggaran dasamnya. Dengan demikian, bagi
Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasamya, akan dibubarkan. Cara
pembubaran serta penyelesaiannya dapat berpedoman/dilakukan berdasarkan cara
yang telah ditetapkan oleh UU Yayasan.

Persyaratan pendaftaran merupakan suatu hal yang kontradiktif,
karena justra di dalam UU Yayasan tidak ada kewajiban bagi Yayasan yang baru
untuk didaftarkan setelah mendapat pengesahan dan meuteri. Kewajiban yang
dibebankan kepada Yayasan hanyalah mengajukan permohonan pengesahan
kepada Menteri melaiui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut
(Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 28 /2004) dan pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri (Pasal 24 ayat (2) UU

Nomor 28 /2004).
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Seharusnya penckanan aturan peralihan bukan pada pendaftaran,
melainkan pada syarat jumlah minimal kekayaan yang dimilikinya serta prospek
kegiatan Yayasan itu sendiri. Bagi Yayasan yang tidak memenuhi syarat jumlah
minimal kekayaan yang harus dimiliki oleh Yayasan dan atau prospek kegiatan
Yayasan tidak mungkin untuk dikembangkan, Yayasan tersebut dapat dibubarkan.
Dengahn demikian kerugian yang mungkin timbul batk bagi organ Yayasan
maupun dengan pihak ketiga dapat diminimalistr.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah mengubah bentuk Yayasan
menjadi pexkumpulan. Pengubahan bentuk ini tidak menimbulkan persoalan yang
lebih besar, sebab selain perkumpulan merupakan badan hukum, juga karakter
perkumpulan tidak terlalu jauh berbeda dengan Yayasan di masa sebelum
berlakunya UU Yayasan. Pada perkumpulan tidak ada larangan bagi pengurus
untuk mengambil manfaat dan keuntungan yang diperoleh perkumpulan tersebut.
Dengan demikian bagi pengurus yang memiliki motif mendirikan badan hukum
tidak semata-mata untuk tujuan sosial, dapat mewujudkan keinginannys dengan
mengambil manfaat tanpa merasa khawatir atau takut akan sanksi hulum.**

Dan uraian tersebut di atas, maka dapat ditank kesimpulan
bahwasanva untuk Yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya UU Yayasan
tetap diakui badan hukum asalkan memenuhi persyaratan yang telsh ditetapkan
dalam UU Yayasan dalam pasal 71. Sedangkan untuk Yayasan yang sudah ada

sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

Solusi yang diberikan oleh Anwar Borahima tentang eksistensi Yayasan yvang sudah ada
sebelun berlakumya UU Yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang
diletapkan oleh UL Yayasan datam disertasinya, op.cit, h.§1-93.
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yang ditetapkan oleh UU Yayasan maka dapat dilakukan perbandingan dengan
negara lain menyangkut masalah ini yang sekiranya dapat digunakan scbagai
pertimbangan untuk mengisi kekosongan aturan dalam UU Yayasan dan juga
dapat ditempuh cara lain yaitu mengubah bentuk Yayasan menjadi pa'kump.ulan.

Cara kedua inilah yang menurut saya kurang bisa saya terima karens
dengan mengubah bentuk Yayasan menjadi perkumpulan, esensi Yayasan
sebagai badan hukum sosial menjadi hilang. Saya menyoroti dan harta kekayaan
yang dipisahkan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaity utamanya- tujuan
sosial. Jika bertolak dani teori badan hukum tentang kekayaan bertujuan, maka
Jelas bahwa kekayaan bertujuan itu tidek ada pemiliknya. Pendin jelas bukan
pemiliknya karena ia telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi milik badan
hukum Yayasan dan Pengurus bukanlah pemilik karena ia hanya diangkat untuk
mengurus orgamsasi Yayasan. Dengan demikian, tinggallah kemungkinan bahwa
Yayasan adalah milik masyarakat. Dari ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan
Pasal 68 UU Nomor 16/2001 memperiibatkan bahwa kekayaan Yayasan adalah
milik dar tujuan Yayasan itu sendiri, sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 menegaskan bahwa pemilik Yayasan adalah masyarakat dan bukan para
Pendiri/Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas.

Apabila suatu Yayasan berubah bentuk menjadi perkumpulan maka
hal ini menurut saya merupakan “pengamanan aset” oleh pendiri ataupun
pengurus Yayasan yang berubah bentuk menjadi perkumpulan. Dalam UU
Yayasan lidak ditemukan sama sekali aturan tentang Yayasan yang sudah ada

sebelum berlakuiya UU Yayasan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
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yang ditetapkan oleh UU Yayasan, sehingga dalam hal ini apabila Yayasan
tersebut dibubarkan olch Pendiri dan Penpurusnya maka tidak akan terikat
ketentuan UU Yayasan yang menentukan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi
diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yaﬁg sama
dengan Yayasan yang bubar atau jika tidak diserahkan kepada Yayasan fain maka
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud
dan tujuan Yayasan yang bubar tersebut.(Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Nomor 16
Tahun 2001). Yayasan ini tidak perlu menyerahkan sisa hasil likuidasinya kepada
Yayasau lain dan kekayaan Yayasan yang bubar tersebut dapat digunakan untuk
modal dasar pendinan perkumpulan dimana daiam suatu perkumpulan tidak ada
laranpgan bagl pengurus ataupun peadin untuk mengambil manfaat dari
keuntmgan yang diperoleh oleh perkumpulan tersebut. Di sintlah letak hilangnya
esensi badan hukum Yayasan sebagai badan hukum sosial, schingga pengaturan
Yayasan yang tidak memenutu persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh UU
Yayasan sangatfah diperlukan untuk menghindari hai-hal semacam ini. Bahkan
sampai dengan dikeluarkannya UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU
Nomor 16 Tahun 2001 tetap tidak ditemukan sama sckali peraturan yang
mengatur Yayasan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU
Yayasan tersebut. Saya cenderung umtuk tetap mengakui Yayasan yang tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU Yayasan untuk tetap diakui
scbagai badan hukum dan kemudian diben kesampatan untuk menyesuaikan

dengan ketentuan UU Yayasan seperti halnya di negeri Belanda
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BAB 1l
KESALAHAN ATAU KELALAJAN ORGAN YAYASAN

DALAM MENGURUS YAYASAN

Dalam meclakukan pembahasan mengenai kesalahan atau kelalaian
organ Yavasan, maka harus dibedakan terlebih dahulu antara pengertian kesalahan
atau kelalamian organ Yavasan menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan dan pengertiannya menurut hukum perdata yang kemudian setelah itu
akan dilakukan pembahasan mengenai bentuk kesalahan atau kelalaian dan organ
Ya_\,;asan dalam melakukan pengurusan.

1. Kesalahan atau Kefalaian Organ Yayasan menurut UU Nemor 16 Tahun
2001 fentang Yayvasan

Perihal kesalaban atau kelalatan organ Yayasan ini, UlUJ Nomeor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian
kesalahan atau kelalaian dalam Undang-Undang tersebut. UU Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan hanya menyebutkan kesalahan atau kelalazan organ
Yayasan ini dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 39 ayat (1) dan (2), Pasal
47 ayat (1) dan (2).

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) 11/ Nomor 16 Tahun 200}

1. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan
kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, maka setiap Anggota Pengurus Secara tanggung rentensg
hertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secura tanggung
renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001

. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam
melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara
tangsrung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan

karena kesalahan aiau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara
tanggung renleng atas kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 39 dan 47 UU Nomor 16 Tahun 200] tersebut di
atas, maka kesalahan atau kelalaian organ Yayasan ini hanya dilakukan oleh
Pengawas dan Pengurus sedangkan Pembina tidak diatur dalam Undang-Undang
tersebut dalam hal melakukan kesalahan atau kelalaian.

Tugas-tugas pengurus tentu saja diatur menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta Anggaran Dasar Yayasan yang berlaku sebagai
undang-undang bagi Yayasan tersebut.

Kesalahem atau kelalaian organ yayasan dalam UU Nomor 16 Tahun
2001 ini dapat dihubungkan dengan pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
karena perbuatanmnya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian
atau kurang hati-halin_\,ra25 1

UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak memberikan
penafsiran otentik mengenai kesalahan atau kelalaian organ yayasan sehingga

berkaitan dengan hal init maka untuk memberikan batasan kesalahan atay

¥ Jurmal Hukum Bisnis, Arsikel : Undang-Undang Yayasan yang baru mengatasi dan
menimbulkan masalah, Chatamarrasfid Ais, Volume 17/)anuari 2002.h, 69
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kelalaian pengurus dapat dihubungkan dengan pengertian kesalashan atan
kelalaian menurut hukum perdata.

2, Kesalahan atau Kelalaian Menurot Hukum Perdata

A. Kesalahan Menurut Hukum Perdata

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) dalam pasal 1365
KUHPdt, pembuat undang-undang menckankan, bahwa si pelaku perbuatan
melawan hukum hanyalah bertanggung-pugat atas kerugian yang ditimbulkannya,
bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. - Istilah
kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti kealpaan (onachizaamheid} sebagai
tawan danpada kesengajaan. Demikian pula digunakan sebagai sinonim daripada
istilah onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum). Schuld (kesalahan)
mencakup kealpaan dan kesengajaan). Biasanya kealpaan tersebut disebut
kesalahan.

Unsur salah dalam pasal 1365 KUHPdt adalah unsur yang harus ada
dalam kaitannya dengan tuntutan pantt rugi, bukan dalam rangka untuk
menetapkan adanya tindakan melawan hukum®.

Kata kesalahan dalam hukum masih mempunyai art: yang lain lagi.
“Kesalahan” dalam arti scmpit (yang biasa juga disebut denpgan kelalaian)
berkaitan erat dengan masalah perbuatan yang “dapat dihindari” dan “seharusnya
berbuat {ain”, ada atau tidaknya unsur ‘“kelalaian™ berpengaruh besar dalam

*  JSatrio, Hukum Perikatan(Perikatan yang lahir  dari undang wundang), Hagian
Perama Bandung' Citra Aditya Bakti, h.239.
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penmasalahan onrechmatigedaad. Mengenai apakah orang itu “bisa berbuat lain”
berkaitan dengan sifat onrechmatig dari perbuatannya. Kalau yang bersangkutan
tak dapat berbuat lain (dengan perkataan lain menghadapi overmacht) maka si
pelaku tidak dapat dikatakan melakukan onrechimatigedaad, sekalipun
perbuatannya memenuhi salah saty atau lebih unsur-unsur  formal
onrechimatigedaad dalam mmusan yang luas®’.

Menurut hukum perdata®™, seorang itu dikatakan bersalah jika
terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu
perbuatan yang scharusnya dihindarkan. Perbuatan yang scharusnya
dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat ndaknya hal itu dikira-
kirakan. Dapat dikira-kirakan itu harus diukur secara obyektif, artinya w4nusia
normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan sehanisnya
dilakukan/tidak dilakukan. Di samping itu dapat dikira-kirakan itu harus juga
diukur sccara subyektif, artinya apa yang justru orang itu dalam kedudukannya
dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan/tidak
dilakukan. Selain ukuran obyektif dan subyektif itu, orang yang berbuat itu harus
dapat dipertanggungjawabkan (responsible). Artinya orang yang berbuat jtu sudah
dewasa, sehat akainya, tidak berada di bawah pengampuan.

Sedangkan menurut hukum perdata, teori kesalahan membedakan
menjadi dua macam kesalahan yaitu® :

a) Kesalabhan subyektif (subjectieve schuld)

b) Kesalahan obyektif (odjectieve schuld)

7 J.Satrio,Ibid,h. 240,
* Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni,1982. h.147,
# Achmad [chaanffukaun Perdata 18 Djakarta -Pembimbing Masa 1969. h.254,
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Kesalahan obyektif artinya apabila seorang pelaku bertidak lain
daripada scharusnya dilakukan olch orang-orang dalam keadaan itu dalam
pergaulan di masyarakat atau apakah tindakannya itu dapat dianggap sebagai
tindakan normal, tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang yang normal dalam
keadaan itu di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Kesalahan obyektif ini adalah makna dari pengertian melawan hukum
dan dalam hubungan ini merupakan ukuran bagi si pelaku apakah telah melakukan
suatu kesalahan atau tidak. Kesalahan dalam arti subyektif melihat kepada
orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah orang itt menunut hukum dapat
dipertanggungjawabkan artinya orang itz psychis normal ataukah si pembuat it
masih anak-anak ™.

Kesalahan mencakup sifat melawan hokum (wederrechtelijiheid).
Untuk kesengajaan adalah sudah cukup, bilamana orang pada waktu ia
melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahut,
bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti zkan
timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih jupa
melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (schuldvereiste)
harus dartikan dalam arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya
{konkret).

Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya,

maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti, apakah perbuatan-

* Achmad Ichzan Ibid h 255
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perbuatannya dapat dipersalahkan padanya. Dalam pada waktu itu akan dilakukan
penelitian, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat
menyadari maksud dan arti perbuatannya. Dengan demildan dilakukan penelitian,
apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungrawabkan.

Menurut Wirjono Prodjodikero®', soal kesalahan ini terletak pada
suatu perhubungan kerohanian (psychisch verband) antara alam pikiran dan
perasaan si subyek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu. Kalau seorang
subyek pada waktu melakukan perbuatan melanggar kukum itu tahu betul, bahwa
perbuatannya akan berakibat suatu perkosaan kepentingan tertentu itu, maka dapat
dikatakan, bahwa pada umumnya seorang subyek itu  dapat
dipertamggungjawabkan .

Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu akan adanya akibat
itu ialah bahwa seorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar
perbuatannya yang tertentu itu, yaitw keadaan-keadaan yang menyebabkan
kemungkinan akibal itu akan terjadi.

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti
obyektifnya, maka yang dipersoalkan adalah apakah - bahwa si pelaku pada
umumnya dapat dipertanggungjwabkan - dapat dipersalahkan mengenaisuatu
perbuatan tertentu, dalam arti, bahwa ta harus dapat mencegah timbulnya akibat-
akibat danipada perbuatannya yang konkret. Maka akan ada schuld dalam arti
konkret, atau dalam arti obyektifnya, bilamana si pelaku seharusnya melakukan

perbuatan secara lain danpada vang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat

" Wirjeno Prodjodikore,Perbuatan Melunggar Hukum, Bandung : Sumur,1984.h.28
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secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu
kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.

Hoffman berpendapat lain mengenai unsur kesalahan, yakni bahwa
untuk adanya kesalahan (schuid) tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang
dapainya dipertanggungjawabkan. Dalam hal suatu perbuatan adalah melawan
hukum ksrena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan moral atau lalu lintas,
menurut pendapat Hoffman unsur kesalahan diserap (geabsorbeerd) oleh unsur
sifat melawan hukom.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdje, toerekeningsvatbaarheid (dapat
dipertanggungjawabkan) selalu diperhukan untuk menentukan adanya kesalahan®.
Sebagai contoh adalah seorang anak kecil yang telah memecahkan kaca jendela
rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena orang tuanya
berdasarkan pasal 1367 KUHPdt bertanggung-gugat(eansprakelijkj atas perbuatan
anaknya tersebut.

Pembuat Undang-Undang menerapkan istilah schuld dalam beberapa
arti, yakni dalam arti **:

a. pertanggungan-jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kemgian, yang
ditmbulkan karena perbuatan terschut.
b. Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan.

¢. Sifat melawan hukum.

M.A.Moegni  Djojodirdjo, Perbuwtan Melowan Hukum, Jakarta ©  Pradma

1
Paramitg 1982k 67
B Ibidh67.
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Keterangan :

a. Kalau seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya,

maka dikalakan bahwa ia salah atau bahwa akibat yang merugikan adalah
disebabkan karena kesalahannya. |
Maka demikianlah yang dimaksudkan dengan rumusan “karena salahnya
ditimbuikan kerugian tersebut” dalam pasal 1365 KUHPGt itu.
Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan
kerugian pada orang lain, maka ia harus mengganti kerugian tersebut, kalau
ia dapat diperianggungiawabkan, karena perbuatan dan akibat-akibatnya
dapat dipersalahkan pada si pelaku.

Persoalan mengenai ajaran kesalahan (sciuidieer) adalah sedari dulu
tetap hangat; kalau dahuiu kala terdapat perbedaan pendapat antara harus
dibedakannya pengertian “schuld” dan pengertian “sifat melawan hukum”
onrechimatigheid), maka kemudian, yakni sejak 1919 kedua pengertian
tersebut harus dibedakan secara tegas.

Maka dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang
menghasitkan perumusan yang luas untuk pengertian perbuatan melawan
bukum, pada akhir pertimbangannya temtang rumusan tersebut telah
dilanjutkan dengan kata-kata sebagai benikut

Y. ....sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat

daripada perbuatannya tersebut telah menyebabkan orang lain menderita

kerugian karenanya, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut”.
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Dalam bidang pidana syarat kesalahan (schuldvereiste} tidak diatur
secara tegas dalam undang-undang.

Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan adagium
“tiada bukuman tanpa kesalahan™ (geen straf zonder schuld). Maka Rutten
telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan
mengeruukakan adagium “tiada pertanggungan-gugat atas akibat-akibat
daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau
sebagaimana dikemukakan oleh Meyers sebagai bertkut . “perbuatan
melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan” (een onrechmatige daad
veriang! schuld)”'.

b. Kealpaan sebagai lawan dan kesengajaan

Mengenai pengertian schuld sebagai kealpaan (onacht aamheid) telah
Jelas diuraikan dalam bagian-bagian tentang kesalahan.

Seperti halnya dengan hukum pidana maka dalam hukum perdata juga
dibedakan antara kesalahan (dalam arti sempit) dan kesengajaan, kealpaan
scbagai lawan dari pada kesemgajaan adalah lain maknanya daripada
kesalahan (schuld} dalam pasal 1365 KUHPdt.

Schuld dalam pasal 1365 KUHPdt adalah schuld dalam arti uas dan
sebagai demikian adalah mencakup kealpaan dan kesengajaan kedua-duanya.
Kesimpulan yang dapat ditarik lebih lanjut lagi adatah bahwa dalam hukum
perdata kedua pengertian tersebut menurut pasal 1365 KUHPdt mempunyai

akibat-akibat hukum yang sama.
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Menurut pasal 1365 KUHPdt maka apakah sesuatu perbuatan
dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena kealpaan, akibat
hukumnya adalah sama, yakni bahwa si pelaku tetap bmangglmg Jawab
untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain,
yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang diakukan karena
kesalahan si pelaku. St pelaku tersebut memrrut pasal 1365 KUHPdt hanyalah
terebebaskan dar pertanggungan gugat, kalau ia ticdak bersalah.

Dengan demikian, maka dalam hukum perdata tidak perlu dibedakan
antara kealpaan dan kesenpgajaan karena pertanggungan-gugatmya adalah
sama. I

¢.  Schuld dalam arti sifat melawan hukumn
Sescorang yang telah  melakukan sesuate secara keliru sudah tentu
melakukannya karena salahnya Maka kesalahan (schul/d) memperkirakan
adanya tindak-tanduk yang keliru.
Maka dengan contoh tersebut jelasiah kiramya, bahwa istilah schuld tersebut
dapat mencakup dua pengertian, yakni untuk menegaskan pertanggungan
Jawab si pelaku, tetapi juga ditujukan pada tindak tanduknya sendiri.

Pasal 1365 KUHPdt telah membedakan secara tegas pengertian
kesalahan (schuld) dan pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya
adalah melawan hukaum, sed angkan kesalahan hanya pada pelokunya.

Maka timbul perbedaan pendapat, apakah tekanan harus diletakkan
pada sifat melawan hukumnya ataukah pada kesalahan.  Sekalipun

yurisprudensi dan demikian pula doktrin bexpendapat bahwa sifat melawan
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hukumnya yang merupakan unsur terpenting dan menentukan, namun unsur
kesalahan tidaklah boleh diabaikan begitu saja.

Meyers mengenai pengertian kesalahan mengemukakan bahwa
pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum merupakan.unsur
yang berdin sendin, yang diharuskan adanya disamping perbuatan yang
nampak keluar, bilamana dikehendaki timbulnya akibat hukum dan
keharusan membayar ganti kerugian atau denda.

Hoge Raad dalam yunsprudensinya secara tetap membedakan antara
sifat melawan hukum dan kesalahan. Syarat kesalahan yang dicantumkan
dalam pasal 1365 KUHPdt harus diartikan dalam arti subyektifiya, yalcm
bahwa seorang pelaku pada umumnya akan ditelitt, apakah perbuatannya
dapat dipersalshkan kepadanya.

Rutten menegaskan bahwa yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-
Undang dengan schuld dalam pasal 1365 KUHPdt adalah subjectieve schuld
{kesalahan subyektif).

Mengenai persoalan pada siapakah harus dibebankan pembuktian
adanya kesalahan tersebut dapat dikemukakan , bahwa dalam hal ini terjadi
pembalikan pembebanan pembuktian (omkering van de bewislast). Jadi
bukannya penggugat yang mendalilkan adanya kesalahan tersebui pada
pelaku, melainkan si pelakulah sebagai tergugat yang harus membuktikan
tidak adanya kesalahan padanya, bilamana tergugat mendalilkan bahwa ia

tidak bersalah.
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Karena normalnya akibat-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum
dapat dipertanggungkan pada pelakunya, dan hanya dalam beberapa hal saja
dikecualikan, maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan,
akan tetapi tergugat yang mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah yang
dibebani pembuktian.

Bilamana seorang pelaku perbuatan melawan hllkl'l.lll tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena cacat psychis, maka ia tidak mempunyai
kesalahan. Cacat psychis sodemikian itu adalah umpamanya orang dalam
keadaan gila, atau untuk sementara terganggu jiwanya, yakni karena pingsan,
mabuk.

Rutten menyatakan bahwa bila syarat kesalahan diakui dalam arti
subyektifnya, maka harus diterima konsekuensi bahwa menurut hukum positif
seorang yang sakit jiwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas akibat-
akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, bilamana ia
tidak dapat menmyadari bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah melawan
hukum bagi orang lain atau bilamana ia telah metakukan perbuatan tersebut
karena pengaruh dari svatu paksaan yang tidak dapat dielakkannya, maka
menurut hukum yang berlaku, seorang vang cacat jiwanya tidak dapat
dipertamggumgjawabkan.

Persoalan tentang siapakah dalam hal sedemikian itu harus
bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena cacat psychis kiranya pasal 1367 KUHPdt

dapat dterapkan karema pasal 1367 KUHPdt tersebut antara lain menentukan
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bahwa orang tua harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh anak-anaknya yang masih dibawah umur dan
bertempat tinggal bersama dalamn satu rumah dengannya.

Adapun mengenai perbustan melawan hukum yang ditakukan olch
seorang berpenyakit gila yang harus bertanggung jawsb adalah orang yang
karena kelalaiannya menyebabkan si gila dapat melakukan perbuatan
melawan hukum tersebut, umpama keluarga, perawat, dan sebagainya.

Demikian pula dalam hal sesuatu perbuatan melawan -hukum
dilakukan oleh seorang yang untuk sementara mendapat gangpuan jiwanya,
maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak adanya
kesaiahan padanya. Semua yang disebuatkan di atas adalah merupakan dasar-
dasar peniadaan kesalahan (schuld uitsluitingsgronden).

Dasar-dasar peniadaan kesalahan harus benar-benar dibedakan dan
dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgronden). Dasar pembenar adalah
memniadakan sifat melawan hukum dan suatu perbuatan, yang merupakao
perbuatan melawan hukum; jadi dasar pembenar adalah merupakan sesuatu
yang menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Adapun dasar peniadaan kesalahan (strafuitsiuitingsgrond) adalah
merupakan sesuate yang berakibat tidak adanya kesalghan padz si pelaku
suatu perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya sendiri tetap

bersifat melawan hukum.
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Kedua dasar tersebut mendatangkan hasil yang sama, yakni bahwa si
pelaku tidak berkewajiban membayar ganti kerugian, sekalipun tidaklah
selalu demikian halnya.

Rutten berpendapat bahwa kesalahan (schu/d) adalah mengenai :

a) perbuatannya

b) sifat melawan hukumnya

¢) kerugiannya

Keterangan :

a) Kesalahan mengenai perbuatannya dapat hapus dengan adanya cacat psychis.

b) Dapat pula terjadi, bahwa tidak ada kesalahan akan sifat .melawan hukumnya
disebabkan karena cacat psyclis, karena kekhilafan yang dapat dimaafkan
karena noodweer-exces, karena perintah jabatan, yang diberikan oleh orang
yang tidak berwenang memberkan perintah tersebut. Garis pemisah antara
pengertian kesalahan (schuld) dan sifat melawan hukum adalah bahwa sifat
melawan hukumnya adalah meliputi tercelanya perbuatannya, sedangkan
kesalahannya adalah meliputi teccelanya si pelaku.

c) Kesalahan atan kerugiannya dapat pula hapus bilamana orang tidak dapat
menyadari bahwa perbuatan tertentu akan menimbulkan kerugian. Selain
keharusan adanya kesalahan pada sifat melawan hukumnya maka juga
diharuskan adanya kesalahan akan kerugiannya Kalau didalilkan, bahwa
harus adanya kesalahan baik pada perbuatannya, maupun pada sifat melawan

hukumnya ataupun pada kerugiannya, maka hal tersebut bevarii bahwa bila
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tidak terdapat kesalshan pada salah satu unsur tersebut si pelakn tidak
berkewajiban membayar gantl kerugian. Kalau si pelaku dapat membuktikan
ketidaksalahannya, maka berarti, bahwa biasanya tiada pula kesalahan pada
masing-masing unsur tersebut.

Sehingpa bisa ditarik suatu kesmmpulan bahwa kesalahan  atau
kelalaian yang diuraikan dalam uvraian di atas dapat diterapkan kepada organ
Yayasan yang melakukan kesalahan dan atan kelalman. Kesalahan di sini
didasarken pada pasal 1365 KUHPdt dimana pasal ini menentukan bahwa yang
dimaksud dengan kesalahan adalah kesalahan subyekttf yaitu apakah orang yang
bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas wbu@mya”.

B. Kelalaian Menurut Hukum Perdata

Kelalaian menurut Alerson B. adalah sebagai berikut : *
“Negligence is the omission to do something which a reasonable man, guided
upan those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs,
would do, or doing something which a prudent and reasonable man would nor
Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatn perbuatan dapar
dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok kelalaian sebagat
berikut*:
1. Adanya suatu perbuatan atan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
3. Tidak dijalankan kewajiban kchati-hatian tersebut.

* Purwahid Patrik /Jasar-dasar Hiam Perikatan Bandung | Mandar Majt, 1994 h.82.

* R.F.V.Heuston & R.A. Buckley, Salmond and Heuston on The [aw of Torts, London = -
ELRS/Sweet & Maxwell Ltd , 1987 h.216.

* Munir Fuady,Perpuatan Melawan Hukum{Pendekatan Kontemporer), Bandung: Citra Aditva
Bakti, 2002 h 73.
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4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atan tidak melakukan
perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Persyaratan (unsur) pokok terhadap kelalaian tersebut sejalan dengan
persyaratan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPdt untuk suatu perbuatan
melawan hukum. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa unsur-unsur pokok
dari perbuatan melawan hukum versi Pasal 1365 KUHPdt adalah sebagai
berikut’”:
1.Adanya suatu perbuatan.
2.Perbuatan tersebut melawan hukum.
3.Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian).

4. Adanya kerugian bagi korban.
5.Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,

Hukum menafsirkan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum
sebagai suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni
sikap yang biasa dan pormal dalam suatu pergaulan masyarakat Sikap yang
demikian kemudian mengkristal dalam istilah hukum yang discbut dengan
standar “manusia yang normal dan wajar” atau yang dalam bahasa Ingpns sering
disebut dengan istilah®® : |

o Reasonable Man
*  Reasonable Man of Ordinary-Prudence
s Person of Ordinary Prudence

o Person of Reasonable Prudence

37 Munir Fuady,ibid.h 73.
3% Munir Fuady,lbid,h 77.
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Jika kriteria keseimbangan cenderung lebih abstrak, maka standar
yang lebih obyektif terhadap pertanyaan apaksh seseorang telab meiakukan
kelalaian adalah apa yang disecbut dengan kriteria "manusia rasional yang normal”
(reasonable man).

Dengan memakai ukuran “kerasionalan” ini, maka dalam hal ini yang
diukur untuk menentukan apakah seseorang bersalah karena melekukan suatu
kelalaian adalah apakah manusia rasional yang normal yang penub kehati-hatian
(ordinary prudence) dalam posisi seperti posisi pelaku akan bertindak seperti
yang dilakukan ofeh pelaku tersebut™®, '

Dengan kriteria manusia yang normal tersebut fetap memberlakukan

pelaku perbuatan mefawan hukum sebagai manusia. Artinya manusia bisa berbuat
salah tidak perfect, Akan tetapi, kesalahan yang dibuatnya haruslah reasonable
atau dapat dimaafkan dan dia haruslah tetap konsisten dengan sikap kehati-
hatiannya, jadi tidak boleh ada unsur kelalaian atau kecerobohan.

Adapun yang merupakan elemen-clemen dari kriteria manusia yang
rasional dan normal adalah sebagai berikut®’ :
¢ Pengetahvannya (knowledge), balk pengetahuan aktualnya ataupun

pengetahuan konstruktifnya. .
* Pengalaman (experience).
* Persepsi
Knteria manusia rasional dan normal tersebut dibatasi oleh situasi

ketika perbuatan terscbut dilakukan, termasuk situasi atau keadasn fisik dari
pelaku yang juga ikut dipertimbangkan, untuk memutuskan apakah seseorang

* Munir Fuady,lbid h 78.
* Munir Fuady,1bid h 78.
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bersalah karena lalai atau tidak. Keadaan fisik si pelaku dan faktor-faktor lain

yang relevan untuk dipertimbangkan tcrmasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hat

sebagai berikut -

*  Kebutaan

¢ Keadaan mental pada umumnya.

s  Kegilaan

» Keterbelakangan mental

o Anak di bawah umur

o Kebiasaan

s Keadaan emergensi.

s Anfisipasi terhadap perbuatan dari pihak lain.

¢ Kesadarawmabuk. Dalam banyak hal, hukum tentang perbuatan melawan
hukum memberlakukan orang mabuk seperti orang sadar biasa.

* Pengetahuan umumnya. Orang ahli atau spesialis memiliki tanggung jawab
yang lebih besar dari orang biasa; sepanjang keahliannya itu berhubungan
dengan tindakan yang dilakukannya,

* Sifat dari perbuatan. Misalnya, seorang pengangkut manusia (sperti sopir,
masinis, nakhoda, atau pilot) mempunyai derajat kepedulian {duty of care)
yang lebih besar dari orang biasanya.

Adapun standar manusia yang normal beserta kriteria manusia yang
normal di atas dapat dikatakan sejalan dengan tcori kesalahan menurut hukum

perdata dimana hal ini terithat dari :

*! Munir Fuady,Ibid h. 78-79.
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1. Unsur pokok kelalaian dalam standar manusia yang normal (reasonable man
standard) sejalan dengan unsur kelalaian yang dibertkan oleh pasal 1365
KUHPd:.

2. Hukum perdata dan standar manusia yang normal (reasonable man standard)
sama-sama menentukan bahwa pelakunya (pengurus yayasan) adalal manusia
yang normal (dapat dipertanggungjawabkan/memenuhi kriteria manusia
normal }.

Dari berbagai uraian di atas maka untuk memberikan batasan
pengertian kesalahan atau kelalaian organ yayasan menurut UUU Nomor 16 Tahun
200 ltentang Yayasan dapat digunakan 3 (dua) landasan , yaitu :

1) Kesalahan dalam arti subyektif (subjectieve schuld) yaitu melihat kepada organ
Yayasan yang melakukan perbuatan itu, apakah organ Yayasan itu menurut
hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya organ Yayasan itu
dalam keadaan psychis normal sehingga dapat menyadari maksud dan arti
perbuatannya.

2) Kesalahan dalam arti obyektif (objectieve schuld) yaitu organ Yayasan
sebagai manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan "tertentu,
perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Organ Yayasan dianggap
melakukan kesalahan apabila telah berbuat secara lain daripada yang
seharusnya dilakukannya.

3) Standar manusia yang normal (reasonable man standard) yang menentukan
apakah sescorang bersalah karena melakukan suatu kelalaian adalah apakah

manusia rasional yang normal yang penuh kchat-hatian (ordinary prudence)
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dalam posisi seperti posisi pelaku akan bertindak seperti yang dilakukan oleh
pelaku tersebut dimana dengan kritena manusia yang normal tersebut tetap
memberlakukan pelaku perbuatan melawan hukum sebagai manusia Artinya
manusia bisa berbuat salahtidak perfect, Akan tetapi, kesalahan yang
dibuatmya haruslah reasonable atan dapat dimaatkan dan dia haruslah tetap
konsisten dengans sikap kehati-hatiannya, jadi tidak boleh ada unsur kelalaian
atau kecerobohan.
3. Bentuk kesalahan atau kelalaian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan
Telah dijelaskan bahwa untuk menentukan batasan pengertian
kesalahan atan kelalaian organ Yayasan menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 dapat
menggunakan 3 (tiga) macam landasan yaitu kesalahan subyektif, kesalahan
obyektif, dan standar manusia yang normal {reasonable man standard). Dengan
menggunakan ketiga macam standar tersebut maka saya akan menjelaskan bentuk
kesalahan atan kelalaian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan.
Kemampuan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta
kekayaan pada asasnya menunjukkan persamaan yang penub dengan manusia
misalanya dalam hukum perikatan.  Sekalipun perbuatan melawan hukum
termasuk dalam hukum perikatan, akan tetapt masth dipersoalkan apakah badan
hukum dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Banyak arrest Hoge
Raad , di mama suatu badan hukum publik atan privat, misalnya negara ataa PT
berdasarkan pasal 1365 KUHPdt dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh badan tersebut.

72

Tesis Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatan-perbuatannya
karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya berpikir dan
berkehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia sebagai wakil-
wakilnya, vang berkehendak dan besfikir serta menyatakan kehendaknya untuk
badan hukum.

Semua perbuatan wakil badan hukum berlaku sebagai perbuatan
badan hukum, demikian Hoge Raad dalam arrestnya 2 Januari 19304

Menurut Pitlo*, kekuasaan untuk mewakili badan hukum, bukan
didasarkan pada pemberian kuasa (lastgeving). Pembenan kuasa hanya
merupakan salah satu dari perwakilan dan masih banyak yang lainnya. |

Wewenang mewakili dari pengurus berdasarkan kedudukannya
sebagai organ. Organ adalah orang-orang atan sekelompok orang yang dalam
organisasi badan hukum mempunysi fungsi yang esensial. Kedudukannya
ditentukan oleh undang-undang ataupun anggaran dasar. Dalam UU Nomor
16/200] Pembina, Pengurus, dan Pengawas adalah organ Yayasan.

Yang dimaksud dengan perbuatan organ bukan hanya perbuatan-
perbuatan hukum, tetapi juga perbuatan-perbuatan manusia lainnya, seperti

perbuatan melawan hukum.

*2 Rachmat Setiawan, Tinjauan Klementer Perbuatan Melawan Hukum Bandung . Alumni, 1982,
h. 7R

* Pitlo, Personenrecht, HD Tjeenk Willink & Zomn NV Haarlen, h.527, sebagaimana dikutip oleh
Rachmat Setiswan, Tinjauan Elementer Perbuatun Melawan Huken Bandung
Alurni, 1982 h 79.
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Untuk mengetaliui sampai sejauh mana badan hukum dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan organnya adalah menggunakan asas :
perbuatan organ dianggap scbagai perbuatan organ badan hukum apabila
perbuatan itu dilakukan dalam lingkungan wewenang formalnya . Wewenang
formal ini diteptukan dalam undang-undang atau anggaran dasar badan hukum
yang bersangkutan. Ini berarti organ bertindak dalam rangka melaksanakan
tugasnya .

Menurut Rudhi Prasetya®, meskipun pengurus tetah mematuhi bunyi
anggaran dasar maka tidak serta merta pengurus menjadi kebal untuk dimintai
pertanggungiawabannya, hal ini karena perbuatan yang tclah dilakukan oleh
pengurus itu menimbulkan 2 (dua) dampak. Dampak yang pertama adalah dalam
hubungan dengan pihak luar yaitu pihak ketiga. Sepanjang dalam hubungan
dengan pihak ketiga, perbuatan itu sematz-mata menimbulkan hubungan hukum
dengan pihak “perseroan” dengan harta kekayaan perseroan sebaga
pertanggungjawabannya. (tentunya dc::;gan pengertian tidak terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan anggaran dasar). Dampak vang kedua adalah dalam hubungan
mtern dalam tubuh perseroan sendini yaitu hubungan pengurus sebagai organ
terhadap organ lainnya yaitu institusi Kornisaris dan atan Rapat Umum Pemegang
Saham. Dengan pengurus telah menjalankan fugasnya tanpa menyimpang dari
ketentuan anggaran dasar, belum tentu pengurus sudah apriori kebal terhadap
tanggungjawabnya. Masalahnya dalam hubungan ini jangan sekadar dilihat dalam
bingkai juridis formal. Hendaknya dipf:’_nittmgkan pula segi “kebijaksanaan
ekonomis” dan “policy lainnya” berdasarkan “kepatutan” atas tindakan yang

* Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandirt Perseroan fTerbatas, Bandung . Cutra Aditya Bakt,
2001, h 205-206.
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dijalankan pengurus dalam rangka memimpin dan menjalankan roda kegiatan
usaha perusahaan. Dalam praktek justru segi ini acapkali yang menyandung
pengurus hingga dihentikan dari jabatannya, sekalipun dalam banyak kejadian
tidak sampai membawa pertanggungjawaban pribadi pengurus. Tetapi sekali-kali
pernzh sampai terlampan merugikan perusahaan. Dalam hubungan ini penting
Pasal 85 ayat (1) UU Nomeor 1/1995 yang menyatakan : setiap anggota Direksi
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha perseroan. Lebih lanjut menurut ayat (2) dan (3)-nya
dinyatakan manakala ia bersalah atau lalai, maka dapat dituntut oleh pemegang
saham atas nama perseroan, sedikit demi sedikitnya oleh 1/10 (satu persepuluh)
| bagian dan jumlah selureh saham yang berhak suars.

Bentuk kesalahan atau kelalaian organ Yayasan dalam mengurus
Yayasan terdiri dari  kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan kesalshan
antara keduanya, dan kesalahan pribadi organ Yayasan sendiri. Bexikut ini akan
dijelaskan satu persatu tentang kesalshan atau kelalaian organ Yayasan dalam
mengurus Yayasan.
1. Kesalahan atau kelalaian organ Yayasan dalam mengurus Yayasan adalah

kesalahan atau kelalaian sntara organ dan Yayasan

Untuk bentuk kesalahan atan kelalaian organ Yayasan dalam
mengurus Yayasan seperti ini maka diperlukan adanya kesalahan pribadi dari
organ Yayasan. Dalam hal ini, organ bertindak sedemikian rupa dalam batas-batas
wewenang formalnya, tetapi organ dalam melakukan tugasnya yang mengikat
badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang
merugikan badan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang
mewajibkan mercka untuk mengganti kerugian secara pribadi pula Dengan kata
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lain, | walaupun organ Yayasan melakukan suatu perbuatan dalam batas-batas
wewenangnya akan tetapi melalaitkan kewajiban/ bertindak lalai atau kurang hati-
hati yang menimbulkan kerugian badan hukum, maka disamping badan hukum
tetap terikat, organ secara pribadi harus bertanggung jawab sendir.

Hal in1 bisa kita lihat dalam rumusant pasal 39 dan 47 UU Nomor
16/2001.

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Ul Nomor 16 Talum 2001

1} Datam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan
kekayvaan Yayasan tidak cukup untuk mernutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung
Jawab atas kerugian tersebut,

2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001

1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam
melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan fidak cukup unfuk
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersehul.

Adanya pertanggungjawaban organ secara pribadi di samping
pertanggungjawaban badan hukum itu, selain pada perbuatan melanggar hukum,
dapat pula dalam bal organ bertindak lalai atau kurang hati-hati sehingga
mengakibatkan kerugian badan hukum.

Badan hukum yang terikat dengan pihak ketiga dan harus bertanggung
jawab dalam hubungan ekternnya, jika telah membayar ganti rugi kepada pihak
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ketiga, kemudian badan hukum dalam hubungan intemnya dapat menuntut ganti
rugi kembali kepada organ sccara pribadi.®

Apa yang dikatakan oleh Rudhi Prasetya, menurut saya relevan
dengan pasal 39 dan 47 UU Nomor 16 Tahun 2001 dimana pengurus atau
pengawas menjalankan tugasnya sesuai dengan Ketentuan anggaran dasar (dalam
batas-batas wewenangnya) tetapi bertindak lalai atau kurang hati-hati yang
menimbulkan kerugian Yayasan, maka Yayasan tetap terikat dalam artian apabila
kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tcrsebut,
maka setiap anggota Pengurus atau Pengawas secara tanggung Frenteng
bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Hanya saja UU Nomor 16/2001
tidak mengatur mekanisme bagi Yayasan selaku badan hukum dalam hubungan
internnya untuk menuntut ganti rugi kembali kepada organ Yayasan secara
pribadi.( Adapun dalam PT diberikan mekanisme tersebut dalam Pasal 85 UU
Nomor 1/1995). Dalam hubungan ini penting Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 42 UU
Nomor 16/2001 yang menyatakan setiap Pengurus atau Pengawas dengan itikad
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan
Yayasan.
2, Kesalahan pribadi organ Yayasan

Berbicara mengenai kesalahan pribadi organ Yayasan maka dapat
mendasarkan  kepada pendapat Paul Scholten dimana Paul Scholten
memecahkan persoalan kesalahan pribadi ini dengan secara negatif, yaitu

kesalahan pribadi itu tidak ada™ -

1 Adi Rida, op cit, h 36,
“ Ali Rido, op cit, h.30,
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a. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu
pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditujukan kepada badan
hukum.

b. Apabila pexbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas
hak swatu subjek hukum lain dan pelanggaran itu justru terjadi pada
waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dan badan
hukum.

c. Apabila organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dan
organ yang lebih tinggi, umpamanya rapat umurn anggota).

d. Apabila tindakannya yang bersifat perbnatan melanggar hukum itu
unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ
secara pribadi.

Dalam UU Nomor 16/2001, kesalahan pribadi ini dapat ditemukan
dalam Pasal 35 ayat (5) yang menyatakan : setiap Pengurus bertanggung jawab
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalarn menjalankan tugasnya
tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian
pthak ketiga. Dari ketentuan pasal ini maka bisa disunpulkan bahwa kesalahan
atau kelalaian organ Yayasan dalam pasal 39 dan 47 UU Nomor 16/2001 dimana
Yayasan masih terikat dan bertanggungjawab adalah kesalshan atau kelalaian
yang dilakukan daiam batas-batas wewenangnya (sesuai dengan anggaran dasar),
sedangkan tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 35 ayat (5) menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pengurus
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adalah kesalahan yang dilakukan di Juar batas-batas wewenangnya (tidak sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar).
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BAB IV

TANGGUNG GUGAT ORGAN YAYASAN

1. Organ Yayasan

Sebagaimana telsh diuraikan sebelumnya, bahwa Yayasan walaupun
subyek hukum, tetapi bukanlah makhiuk hidup seperti manusia, melainkan adalah
badan hukum. Yayasan kehilangan daya berfikir dan kehendakmya sehingga
Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Berbeda
dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, Yayasan sekalipun sebagai badan
hukum merupakan subyek hukum mandiri, pada dasarnya adalah “orang ciptasn
hukum® (artificial person) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan
perantaraan manusia selaku wakilnya. Ketergantungan Yayasan pada wakil dalam
melakukan perbuatan hukum menjadi sebab Yayasan mempunyai organ.
Walaupun di dalam bertindak Yayasan harus melafui perantaraan orang, tetapi
orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya melainkan untuk dan
atas pertanggungjawaban Yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas
pertanggungjawaban Yayasan disebut sebagai organ Yayasan 7

Scholten® menyatakan bahwa pertanyaan tentang tanggung gugat dari
badan hukum terhadap perbuatan melawan hukum adalah pertanyasn dari hal
perwakilan. Selanjutnya dikatakan bahwa wakil adalah orang, yang mewakili

tidak hanya mengikat terhadap perbuatan hukum yang ia lakukan tetapi juga

7 Amwar Borahima, op cit, h.206.
** Purwahid Patrik, op cit. h 87
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perbuatan yang melawan hukum sepanjang itu sebagai perbuatan perwakilan dan
pelaksanaan dari tugas perwakilannya.

Petbuatan dart  Pengurus (organ) vang oleh  hukum
dipertanggungjawabkan kepada badan hukum merupakan suatu pengakuan,
bahwa Pengurus mewakli badan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1655
KUHPerdata yang mengatakan, bahwa Pengurus dapat mengikatkan badan bukum
dengan pihak ketiga. Angparan Dasar dan/atau undang-undang serta peraturan-
peraturan lainnya merupakan ketcntuan yvang memuat syarat konstitutif dan badan
hukum yang wenunjukkan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan atas
pertanggungjawaban badan hukum.

Kemudian yang menjadi persoalan adalah, bagaimanakah
hubungan antara badan hukum dengan organ-organnya ?

Menurut Polak®®, “De bestuurders zijn  lasthebbers of
vertegenwoordigers der venootschap”. Dahulu memang banyak yang menerima
hubungan antara badan hukum dengan organnya adalah pemberian kuasa.
Angapan yang demikian ditolak oleh Paul Scholten™ dan juga oleh Pitlo®.
Menurutnya bahwa perwakilan it bermacam-macam, dan pemberian kuasa itu
hanya salah satu sumber dan perwakilan. Bentuk perwakilan pada badan hukum
merupakan suatu perwakilan khusus yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan
peraturan-peraturan lain dari organisasi badan hukum itu sendiri **

* M.Polak, Handboek voor het Nederlandse Handels en Faillisementsrecht, sebagaimana dikutip
oleh Ali Ridho, op cit, h.18.

* Paul Scholten, Vertegenwoordiging en Rechipersoon, sebagaimana dikutip oleh Ali Ridho,
fbid, h. 18

1 Pitlo, Her Rechts Personenrechi naar het Nederlands Burgerlijk Wet Boek, h 576, sebagaimana
dikutip oleh Ali Ridho, Ibid.

32 Alli Ridhe, Op cit, h.h.18.
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Menurut Paul Scholten®’, bahwa bentuk perwakilan dalam badan
hukum itu masuk k¢ dalam golongan aanstelling (pengangkatan), tetapi yang
meneniokan luasnya wewenang vang diwakili, adalah Anggaran Dasar/statutair,
bukan oleh Rapat Umum, ataupun yang mengangkatnya. Pengangkatan Pengurus
oleh rapat umum juga bukan menpakan lastgeving (pemberian kuasa/beban). Jadi
meskipun Pengurus ada di bawah rapat umum, akan tetapi rapat umum tidak bisa
memerintah direksi, sebab luasnya dan wewenang mewakili itu ditentukan oleh
Angpgaran Dasar.

Walaupun pengurus merupakan wakil dan badan hukum, tetapi
perbuatan dan Pengurus itu tidak dapat disﬁnakm dengan wakil biasa atau wakil
dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi antara manusia biasa yang diwakili
oleh orang lain. Pada badan hukum setiap tindakannya selalu diwakili oleh organ,
sehingga perbuatan organ merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri.

Pengangkatan pengurus oleh’ rapat umum, bukan pula merupakan suatu
pembenian kuasa dari para anggotanya, karena rapat umum itu sendini juga
termasuk suatu organ dari badan hukum. Meskipun Pengurus di bawah rapat
umum, namun Pengurus tidak bisa diperintah oleh rapat umum. Hal m
dikarenakan luas dan wewenang mewakili itu ditentukan oleh Anggarsn
Dasamya. Sedangkan pada pemberian kuasa, seseorang yang berada di bawah
beban itu bisa diperintah olch pemberi beban.

Para pengurus dan badan hukum itu berwenang untuk bertindak atas

nama badan itu. Pitto membandingkan badan hukum dengan bayi manusia. Badan

' Alli Rids, Ibid,h.19.
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hukum bertindak dengan perantaraan Pengurusnya, sedang bayi bertindak dengan
perantaraan orang tua atau walinya. Jadt dalam melakukan perbuatan hukurn
perdata keduanya melakukan dengan perantaraan wakil.> Sehingpa bisa
ditegaskan bahwasanya semua perbuatan wakil baik yang dilakukan dengan itikad
baik atan dengan itikad buruk, kekhilafan atan penipuan, dan sebagainya itu
semua dianggap juga sebagai perbuatan badan hukum,

Badan hukum dapat juga membuat perjanjian pemberian kuasa, dengan
mewakilkan kepada pihak ketiga, baik pihak ketiga itu orang luar maupun orang
yang bekerja pada badan itu, tetapi bukan merupakan organ. Jadi harus dibedakan
antara orang yang bekerja sebagal organ, dan .orang yang bekerja berdasar
pemberian kuasa. Kalau bekerja sebagal organ, maka tidak berlakn ketentuan
mengenai pembernian kuasa. Ukurannya adalah Anggaran Dasar. Kalau disebut
dalam Anggaran Dasar berarti organ, tetapi kalau tidak berarti bukan organ
melainkan penerima kuasa.

Menurut Soenawar Soekawati®, batasan perwakilan dapat
dirumuskan sebagai berikut : perwakilan adalah mempertanggungjawabkan suatu
perbuatan bukum kepada seseorang lain daripada yang berbuat, sepanjang dalam
batas wewenang yang diberikan kepadanya, untuk bertindak atas nama dan untuk
kepentingan prinsipainya.

Dalam pengertian perwakilan terdapat 3 ketentuan, yaitu :

a. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum;

b. Drlaksanakan dalam batas wewenang:

** Chidir Ali, Op.cit, h 185
* Anwar Borahima, op.cit, h.213.
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¢. Dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal.

Lebih lanjut Soenawar Soekawati membagi perwakilan dalam 3
(tiga) golongan, yaitu :

1. perwakilan menurut undang-undang atau wettelijke vertegenwoordiging,
yaitu perwakilan yang timbul dari (berdasarkan) undang-umdang artinya
undang-undang telah menunjuk dan menetapkan orang-orang yang dapat
menjadi wakil, misalnya orang tua, wali, kurator, dan lain-lain.

2. perwakilan menurut perjanjian atau disebut juga volmachs, artinya
verfegenwoordigingsmachi/kekuasaan untuk mewakili dalam macam ini
(bentuk veimachr) dapat timbul dari (berdasarkan) perjanjian pemberian
kuasa (lasigeving) atau perjanjian kerja (arbeidsovereekomst) atan dari
penjanjian untuk mengadakan suatu rrustee (waarbij een trustee words
aan gesteld).

3. perwakilan organik atau organieke vertegenswoordiging, artinya
perwakilan yang timbul dari (berdasarkan) statuten suatu badan hukum,
Jjadi tidak ada perjanjian maupun undang-undang (1,2 di atas).

Menurut ilmu pengetahusn (para sarjana) “perwakilan” dibagi dalam :

1. perwakilan menurut undang-undang, (werttelijke vertegenwoordiging);

2.. perwakilan menurut perjanjian (volmacht).

Mengingat bahwa perwakilan dalam badan hukum bukan pemberian
kuasa, maka Pasal 1795 dan Pasal 1796, KUHPerdata tidak beriaku bagi
perwakilan badan hukum. Dalam Pasal 1796 KUHPerdata mengatur hanya

mengenai perbuatan Pengurusan (daden van beheer) saja, bukan mengenai
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perbuatan penguasaan (daden van beschikking), karena beschikking itu mengenai
pemindahan hak, menguasai dan scbagainya. Hal ini disebabkan perwakilan.
dalam badan hukum bukan lastgeving, maka pasal-pasal tersebut tidak berlaku
bagi badan hukum. Dalam badan hukum, jika Anggaran Dasarny;l tidak
menentukan lain, maka Pengurus badan hulkumm selain melakukan perbuatan
pengurusan, juga perbuatan penguasaan.

Organ yang melakukan perbuatan pengurusan dan penguasaan tidak
dapat bertindak sekehendak hatinya atas perhitungan dan pertanggungjawaban
badan hukum. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakan-
tindakan di dalam batas wewenangnya yang ditentukan oleh Anggaran Dasar,
ketentuan-ketentuan {ainnya dan hakikat dan tujuannya.

Mengenat jents-jenis organ Yayasan menurut UU Nomor 16/2001
beserta kewajiban dan kewenangannya telah dibahas dalam Bab II tentang Status
Badan Hukum Yayasan >

Dari berbagai uraian mengenai organ Yayasan terlihat, bahwa diantara
ketiga orpan Yayasan ini, maka kekuasaan tertinggi ada di tangan Pembina.
Namun yang paling berperan dan bertanggungiawab di dalam memajukan
Yayasan adalah Pengurus, karena Penguruslah yang mewakili Yayasan, batk di
dalam maupun di luar Pengadilan. Sementara Pengawas mempunyai kedudukan

yang hampir sama dengan komisanis di dalam Perseroan Terbatas,

* Buka halaman 33 /d 39 tentang Organ-organ Y ayasan dalam tesis ini..
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Z. Tanggung Gugat Organ Yayasan

Badan hukum sebagai subyek hukum diwakili oleh para Pengurusnya.
Demikian pula dengan Yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum, maka
Pengurus Yayasan berwenang untuk mewakili Yayasan. Pengurus Yayasan
bertugas mengurs dan mengelola kekayaan Yayasan, bertanggungiawab penuh
atas pengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta mewakili
Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika tefjadi sustm sengketa di
muka pengadilan, dan salah satu pihak adalah Yayasan, maka sebagai badan
hukum Yayasan dapat juga dituntut pertanggungjawaban hukwmnya sendiri.

Sehubungan dengan kewcﬁangan ini ada 2 (dua) istilah yang penting
yaitu  “verfegenwoordigingsmacht” dan vertegenwoordigingsbevoegheid”.
Dengan “vertegenwoordigingsmacht” dimaksudkan untuk mewakili, guna
bertindak untuk serta atas nama suatu badan hukwm (Yayasan) pada umumnya.
Sedangkan “vertegenwoordigingsbevoegheid” mencerminkan  kewenangan
mewakili ataupun kewenangan bertindak Pengurus dengan scgala persyaratan
serta pembatasannya scbagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.*’

Kewenangan bertindak Pengurus Yayasan seperti halnya kewenangan
bertindak Pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya. Di
dalam anggaran dasar discbutkan juga adanya pembatasan-pembatasan, tetapi
pembatasan tersebut memerlukan persetwjuan terlebih dahulu dari rapat anggota
Dewan Pendiri. Walaupun kalimat yang digunakan dalam berbagai akta terdapat

perbedaan, tetapi pengertian-pengertian  yang tercakup di  dalamnya

7 Setiawan, “Yayasan . Citra yang sedang berubah”, h18 sebagaimann dikutip oleh
Chatamarrasijid Aig, Penerobosan Cadar Ferseroan dan Soval-Soal Aktual Hulum
Perusahaan, Bandung : Citra Aditya Bakni, 2004, h.182.
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menggambarkan adanya maksud untuk membatasi kewenangan atau kekuasaan
Pengurus,

Adapun ketentuan di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur
tentang kekuasaan dan wewenang, serta tanggung jawab Pengurus Yayasan antara
lain: |
Pasal 35 UU Nomor 16 Tahun 2001

1) Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan
unfuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan,
baik di dalam maupun di luar Pengadilan. :

2} Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan
Yayasan.

4} Ketentuan mengenai syarat dan (atacara pengangkatan dan
pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran
Dasar Yayasan.

3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersanghutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar, yang mengaiabarhm kerugian Yayasan atau pihak
ketiga.

Jelas dari ketentuan ayat (5) di atas , bahwa kekuasaan dan wewenang
Pengurus Yayasan berdasarkan dan dibatasi oleh Aonggaran Dasar yang
bersangkutan. Kewenangan bertindak Pengurus Yayasan scpmil halnya
kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran
dasamya. Angparan Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ
Yayasan. Kekuatan mengikat Anggaran Dasar tidak dapat dikesampingkan.
Dalam hal ingin melakukan hal-hal yang bertentangan atau tidak sejalan dengan
Anggaran Dasar, maka yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengubah

anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2001 dan Anggaran
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Dasar itu sendiri. Dengan demikian, Pengurus Yayasan menjalankan apa yang
dikenal sebagai perwakilan sratuter, yaitu perwakilan berdasarkan anggaran dasar.
Perlu ditambahkan bahwa wewenang Pengurus tidak timbul dan peraturan
perundang-undangan, jadi hanya berdasarkan anggaran dasar, tidak dapat
dipaksakan oleh pihak ketiga atau terhadap pihak iain. Masalah pokok dalam hal
perwakilan statuter oleh para Pengurus badan hukum termasuk Yayasan di
dalamnya, adalah keterikatan Yayasan (Sebagai suatu badan hukum) terhadap
tindakan para Pengurusnya.

Bagaimana apabila tindakan para Pengurus Yayasan
bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, atan melampaui batas-
batas kewenangan bertindak selaku Pengurus sebagaimana ditentukan
dalam Anggaran Dasar ?

Menurut Anwar Borahima®®, untuk menjawab pertamyaan ini maka
dipunakan Pasal 292 ayat (3) buku II NBW sebagai perbandingan dimana daiam
pasal 292 diletakkan asas yang menyataksn bahwa pembatasan terhadap
kewenangan mewakils tidak dapat dijadikan dasar untuk memintakan pembatalan
oleh atau terhadap pihak ketiga, Ketentuan intern dalam suatu badan' hukum
(Yayasan) yang mernyatakan bahwa suatu perbuatan hukum ekstern olek Pengurus
hanya dapat dilakukan apabila dilandasi oleh keputusan Dewan Pengurus, jelas
tidak merupakan pembatasan temtang kewenangan mewakili yang berasal dari
ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya pembatasan intern tidak

mengikat pihak ketiga.

* Anwar Barahima, op cit, h.247.
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Pihak ketiga atapun Yayasan itu sendiri tidak dapat melakukan
penyangkalan terhadap tindakan para Pengurusnya yang tidak didasarkan pada
pembatasan kewenangan mewakili yang berasal dari ketentuan undang-undang
atau yang ditentukan oleh Angparan Dasar bagi Pengurus. Ketentuan itu
sebenarnya bertujuan untuk menguatkan posisi pihak ketiga Pihak yang
disebutkan terakhir ini tidak terikat pada pembatiasan-pembatasan yang
dicantumkan dalam Anggaran Dasar atau yang tidak berasal dari undang-undang,

Sebagai contoh, seorang yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
berhak mewakili Yayasan di dalam serta di luar Pengadilan. Orang tersebut
melakukan suatu perbuatan hukum atas nama Yayasan, berupa hubungan huukum
antara Yayasan dengan pihak ketiga, maka perbuatan itu berlaku sebagai
perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan. Sekiranya orang yang mewakili
Yayasan tadi telah bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar, akan tetapi
bertentangan  dengan aturan yang berlaku tentang hubungan intern dalam
Yayasan, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum semacam itu hanya dapat
dilaksanakan atas dasar sesvatu keputusan (dewan) Pengurus yang sah, maka
tindakan wakil tersebut tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
Yayasan.

Dalam suasana “Wet op Stichtingen 1956 yang berlaku hingga tahun
1976 pada umumnya dianut pendirian, bahwa keabsahan perbuatan hukum sejenis
itu bergantung pada apa yang dinamakan ajaran tentang adanya keweniangan yang
ditimbulkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hulamn itu, Apabila

pihak ketiga dapat membuktikan serta membenarkan asggapan tadi, maka badan
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hukum yang bersangkutan tidak dapat mengemukakan datih bahwa Pengurus yang
melakukann perbuatan itu tadi sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk
mewakili badan hukum ( Yayasan) secara sah.**

Setiap orang dalam organ Yayasan tidak bertanggung jawab terhadap
perbuatan hukum Yayasan yang dilakukannya, kecuali apabila terbukti karena
kelalaiannya perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Yayasan atau pihak
ketiga. Tentu saja bisa terjadi, bahwa Yayasan itu telah melakukan hal-hal yang
dapat menycbabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti : -

a. bertentangan dengan ketestthan umum |
b. dalam men.capai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan
dan hukum;

Dalam hal ini hakim akan menetapkan , Yayasan itu bukan Badan
Hukum, dan para Pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi, dan
bertanggung jawab penuh secara tanggung menangpung. Perfu diperhatikan,
bahwa dalam hal Penpurus melakukan perbuatan-perbuatan di luar batas-batas
wewenangnya (di luar tujuan sosial Yayasan), maka badan hnkum Yayasan tidak
terikat, dan para Pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggungiawab
sepenuhnya,

Siapakah yang mewakili kepentingan Yayasan dan bagaimana
tanggung jawabnya ?

Badan hukum mempunyai berbagai jenis wakil. Ada wakil yang

sitimewa yaitu wakil yang merupakan organ dari suatu badan hukum, yakni wakil

3 Anwar Borahima, Ibid, h.248.
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dari badan hukum vyang tungsinya mempunyai arti penting dan esensial dalam
struktur badan hukum. Pentingnya kedudukan dalam organ dijelaskan dalam
Apparan Dasar atau Anggaran Rumah Tangga badan hukum. Selain walal yang
bersifat organ, juga ada wakil lain dari badan hukum yang sifatnya tidak esenstal
karena hubungannya berdasarkan pengangkatan.

Pertanggungjawaban badan hukum atas perbuatan bawahsm tidak
hanya meliputi segala yang mercka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan,
melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jad:
pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan itu ada, kalan tugas yang diberikan
kepada bawshan itm membuka dan me*rﬁpeﬂuas kemungkinan untuk melakukan
perbuatan itu.

Berdasar pasal 1365 KUHPdt badan hukum akan bertanggung gugat
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh organ dalam lingkungan formal dari
kewenangannya tetapi untuk bawahan badan hukum sken bertanggung gugat
terhadap perbuatan dari bawahan berdasarkan pasal 1367 KUHPdt ayat 3, yaitu”di
dalam melakukan pekerjean untuk mana orang-orang ini dipakainya.®

Sckalipun organ bertindak bertentangan dengan mstruksi  atan
bertentangan dengan Anggaran Dasar, berarti bahwa organ bertindak di Juar
lingkungan  wewenang  formalnya, badan  hukum  tetap dapat
dipertanggungjawabkan, jika® :

a) tindakan menguntungkan badan hukum;
b) kemudian disetujui oleh organ yang lebih tinggi kedudukannya

* Purwahid Patril Tbid .h.88.
! Rachmat Setiswan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melowan Hukum Bandung : Alumni, 1982,
h. 80.
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Orang-orang yang berdasarkan pegjanjian kerja, bekerja pada badan
hukum adalah karyawan dan bukan organ. Untuk perbuatan-perbuatan mejawan
hukum yang mereka lakukan, badan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan
berdasarkan pasal 1367 KUHPdt. |

Jika organ juga seorang karyawan maka pertanggungan jawab badan
hukum dapat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt yang jatuh bersamasn dengan paal
1367 KUHPdt. Sekalipun yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah
organ, akan tetapi karena tidak bertindak dalam lingkungan wewenang formal,
maka pertanggungan jawab badan hukum harus didasarkan pada pasal 1367
KUHPdt.

Menuret Hoge Raad bahwa pertangpunganjawab atas perbuatan
melawar hukum dan  seorang karyawan dapat ditiadakan dengan suatu
perjanjian Akan tetapi atas perbuatan melawan hukum dari organ, pertanggungan
jawab terscbut tidak dapat ditindakan, karena perbuatan organ berlaku scbagai
perbuatan badan hukum dan meniadakan pertangpunganjawab untuk perbuatan
melawan hukum sendirt tidak diperkenankan.

Hoge Raad berpendapat bahwa tidak hanya badan hukumm yang
bertanggungjawab untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
organnya, akan tetapi juga organ secara pribadi dapat dipertanggungjawabkan,
Hubungan hukum antara badan hukum dan organ mengakibatkan bahwa badan

hukum yang mengganti kerugian. Badar hukum dapat melaksamakan regres
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terhadap organ yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Akan tetapi
jika sebaliknya tidak mungkin™.

Bagaimana derngan UU Yayasan ? Di dalam UU Yayasan telah
ditetapkan, bahwa yang mewakili kepentingan Yayasan adalah Pengurus (Pﬁ 31
ayat (1) UU No.16 Tahun 2001), hanya saja sistem pertanggungjawaban vang ada
di dalam UU Yayasan berbeda dengan sistem pestangpungjawaban Badan Hukum
perdata lainnya, seperti UU Perseroan Terbatas.

UU Nomor 16/2001 hanya meletakkan tanggung jawab kepada
pengurus dan pengawas. Beberapa pasal yang mengatur pertanggungjawaban
organ dapat terlibat bahwa ada tanggung jawab yang dilakukan secara tanggung |
renteng antara organ dan Yayasan, ada pula yang dilakukan secars reateng antar
organ, dan ada pula pertanggungjawaban yang dilakukan secara perorangan.

Organ Yayasan terdini dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas akan
tetapi yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kepailitan Yayasan yang
bertanggung jawab banyalah Pengurus dan Pengawas. Tanggung jawab Pembina
tidak diatur dalam undang-undang. Tidak diatumya tanggung jawab Pembina
dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian menjadi suatu pertanyaan besar karena
Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserabkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atan
Anggaren Dasar (Pasal 28 ayat (1) UU No.16/2001) yang mana kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam gyat (1) meliputi :

1} Keputusan mengena perubahan Anggaran Dasar:

2 Rachmat Setiawan, 1bid h 81-82,
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2) Pengangkatan dan pemberhentian amggota Pengurus dan anggota
Pengawas,
3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan;
4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atan pembubaran Yayasan.
Dengan kewenangan yang bersifat krusial seperti itu, apa yang
men;adi alasan pembentuk undang-undang untuk tidak mengatur tanggung jawab
Pembina dalam hal terjadinya kesalahan atan kelalaian ? Memang Pembina tidak
melakukan pengurusan Y@m secara langsung tetapi harus diingat bahwa salah
sat kewenangan Pembina adalah menetapkan kebijaken umum Yayasan yang
didasarkan pada Anggaran Dasar Yayasan dimana kebijakan terscbut akan
dijalankan Pengurus dan pelaksanaannya diawasi oleh Pengawas.
Pertanggungjawaban secara renteng antar organ dapat dilihat dalam

beberapa pasal, yaitu :
Pasali3A UU No.28 Tahun 2004
Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum
Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung fawabPengurus
secara langgung renteng.
Pasal 51 Ul No. 16 Tahun 2001
Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan,
maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab

terhadap pihak yang dirugikan.
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Sedangkan pertanggungjawaban sccara renteng antara organ dengan

Yayasan itu sendirt dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu

Pasal 39 ayat (1} dan ayat (2) UL Nomor 16 1ahun 2001

3. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan
kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara ilanggung renleng
bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannva tidak bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugion sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomar 16 Tahun 200]

3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas
dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggoia Pengawas secara
tanggung renteng bertanggung jawab aias kerugian tersebut,

4) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepaifitan

bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidok bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian tersebu!.

Untuk pertanggungjawaban perseorangan dapat dilihat dalam Pasal 35
ayat {5) yang menyatakan bahwa setiap Pengurus bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan ke;rugial;l Yayasan
atau pihak ketiga.

3. Sifat Tanggung Gugat Organ Yayasan

Pertanggungan  gugat (aansprakelijkheid) adalah merupakan
kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian, akan tetapi pertanggungan
jawab adalah merupakan syarat untuk pertanggungan gugat yang harus sudah ada

sebelumnya. Orang hams bertanggung jawab menurut undang--undang, bilamana
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dan segera 13 menurut hukum bharus bertanggungjawab atas kerugian yang
diimbulkannya.

Karena itu pertanggunganjawab di muka pengadilan merupakan dasar
umum untuk pertangenngan gugat atas perbuatanaya sendin yang melawan
hukum (disebut pertanggunganjawab pribadi) dan atas perbuatan orang lain yang
meiawan hukumn (disebut pertanggunganjawab kuakitatif), akan tetapt juga untuk
pertanggungangugat atas tindak tanduk yang tidak melawan hukum.

Bagaimana dengan Undang-Undang Yayasan ? Jika dilihat dari
sifat pertanggunggugatan organ Yayasan daiam pasal 13 A UU Nomor 28/2004,
pasal 51, 39, dan 47 UU Nomor 16/200]1 maka dapat disimpulkan bahwa sifatnya
adalah tanggung- menanggung atau tanggung renteng dimana tauggung renteng
ini merupakan scbuah perikatan. Suatu perikatan adalah tanggung menanggung
atan solider karena kekuatan kemauan dari kedua belah pihak bersama atau
ketentuan hukum®™ -

1. masing-masing dar? dua orang berpiutang atau Iebih, dibenkan hak
untuk menuntut prestasi seluruh utang dari si berutang, dengan
pengertian baltwa pemenuhan kepada salah seorang di antara mereka
membebaskan si Derutang juga terhadap si berpitutang lainnya
(discbut sebagai pertanggungrentengan yang aktif).

2. masing-masing di antara dua si berutang atau lebih berkewajiban
untuk memenuhi seluruh prestasi terhadap si berpiutang, dengan
demikian maka pemenvhan oleh salah seorang di antara mercka

' Asser - Rutten, Pedoman untuk Pengajtan Hukum PerdataJilid Tiga - Hukum Perikatan,
Terjemahan Suluiman Binol, Jakarta - Dian Rakvat, 1991 h. 119,
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membebaskan  juga si berutang lainnya. (disebut

pertanggungrentengan yang pasif).
Ciri khas yang menonjol dari pertanggungrentengan ialah, bahwa

masing-masing di antara beberapa orang yang berutang belkewqiibmi untuk
memenuhi seluruh prestasi, dengan pengertian bahwa dengan pembayaran kepada
satu orang yang berpiutang yang dilakukan oleh salah satu orang dant yang
berutang, maka perikatan itu dihapus. Namun , ciri khas tersebut tidak membuat
suatu perikatan menjadi perikatan tanggung-menanggung. Suatu perikatan hanya
dapat dinamakan tanggung-menanggung apabila ciri khas tersebut nyata-nyats
terikat padanya, baik karena kekuatan kemauan dan kedua belah pihak bersama
maupun karena undang-undang.

Menurut Asser, suatu perikatan dapat dinarnakan
pertanggungrentengan apabila karena kemauan dari kedua belah pihak bersama
atau karena kekuatan ketentian undang-undang, masing-masing dar dua si
berpiutang atan lebth dapat menuntut seluruh prestasi dan si berutang (dengan
pengertian, bahwa penunaian terhadap salsh seorang di antara mereka,
membebaskan si berutang juga terhadap orang yang berpiutang lainnya), atau
apabila masing-masing diantara dua si berutang atau lebih berkewajiban untuk
menunaikan selurub prestasi kepada si berpiutang (dengan demikian, bahwa
penunaian oleh salah seorang di antara mereka juga membebaskan si berutang
lainnya).

Pertanggungrentengan yang sktif memberikan kemudahan kepada si
berutang untuk dapat membebaskan dini dengan melakukan penunaian kepada
salah seorang di antara mereka si berpiutang, menurut pilihannya sendin.
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Pertanggungan ini melayam kepentingan si berpiutang sedemikian jauhnya,
schingpas mereka tidak perlu bertindak bersama-sama, melainkan cukup salzh
seorang di antara mereka sudah dapat menuntat serta meperima prestasi itu.
Namun di sini juga letak kcrugianmya. Bagaimanapun juga, orang-orang si
berpiutang lainnya, sampai sesuatu batas terteptu, tergantung pada orang yang
telah menagih tuntutan itu. Apabila ia sama sekali tidak menyerahkan scsuatu
kepada mercka dan tidak ada sesuatupun yang dapat dituntut daripadanya, maka
mereka akan sangat kecewa. Oleh karena itw lcbih bak untuk menghindan
pertanggungrentengan yang aktif ini. Dan dalam kenyataannya pertanggungan ini
jarang terjadi * |

Sebalitknya, pertanggungrentengan vang pasif lebih banyak terjadi. Si
berpiutang, kepada siapa lebih banyak si berutang ada terikat untuk seluruhnya,
dapat menagih tuntutannya dengan lebih mudah dan 12 lebih memiliki kepastian
daripada apabila 12 hanya dapat menuntut dari masing-masing si berutang untuk
bagiannya saja Demikianlah pertanggungrentengan vyang pasif melayani
kepentingan dari st berpiutang dan memberikan kepadanya keuntungan-
keuntungan yang nyata. *°

Kesimpulan yang bisa diambil adalah  bahwasanya l&jadinya
tanggung renteng di samping karcna kemauan kedua belah pihak bersama juga
karena ketentuan undang-undang dan dalam hal ini maka tanggung renteng terjadi
berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam beberapa pasal dalam
Undang-Undang Yayasan baikk Undang-Undang Nomor 16/2001 maupun
Undang-Undang Nomor 28/2004. Sedangkan jenis pertanggungrentengan dalam

% Asser-Rutten, 1bid. h 120
63 Asser-Rutten_ [bid, h.121,
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Undang-Undang Yayasan adalah pertanggungrentengan yang pasif karena dalam
hal Yayasan pailit maka yang berkewajiban memenuhi seluruh prestasi terhadap
pihak yang berpiutang adalah pthak yang berutang yaitu Yayasan dan apabila
kekayaan Yayasan tidak cukup maka setiap anggota Pengurus atau Pengawas

yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kernugian tersebut,

Tesis Tanggung gugat organ yayasan ... Teddy Padma Kwardiano



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

S

BAB YV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang
dapat diambil adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak
memberikan penafsiran otentik dalam hal kesalashan atau kelalaian organ
Yayasan schingga berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan batasan
kesalahan atau kelalaian pengurus dapat dihubungkan dengan pengertian
kesalahan atau kelalaian menurut hukum perdata Untuk menentukan batasan
pengertian kesalahan atau kelalaian menurut UU Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan dapat digunakan 3 (tige) landasan yaitu kesalahan subyektif,
kesalahan obyektif, dan standar manusia yang rasional dan normal
(reasonable man standard). Selanjutnya dengan menggunakan dasar-dasar
tersebut maka dapat dinmmuskan bahwa bentuk kesalahan atau kelalaian organ
Yayasan dalam mengurus Yayasan berupa kesalaban atan kelalaian Iantam
organ dan Yayasan dan kesalahan pribadi organ Yayasan.

OrganYayasan maupun badan hukum Yayasan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaiannya dalam mengurus
Yayasan. Apabila organ Yayasan tclah melakukan perbuatan tertentu secara
sah dalam kedudukannya sebagai organ Yayasan, maka organ tersebut telah
melakukan tindakan untuk dan atas nama Yayasan. Sebaliknya jika organ

Yayasan melakukan tindakan hukum di luar wewenangnya, maka badan
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hukum hanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan jiks menguntungkan
badan hukum, atau suatu organ yang lebih tinggi kedudukannya dan
berkompeten untuk itv kemudien menyetujui tindakan tersebut. Dengan
pengesahan ini maka perbuatan-perbuatan di luar wewenangnya yang.tadi.nya
dianggap batal, menjadi berlaku. Adapun pertanggungjawaban organ Yayasan
ini menurut Undang-undang Yayasan sifatnya adalah tanggung renteng antar
organ, antara organ dengan Yayasan, dan juga pertanggungjawaban
perseorangan. |
2. Saran

Bagi pengguna Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2601 tentang
Yayasan dapat menggunakan standar kesalahan subyektif, kesalahan obyektif,
dan manusia yang rasional dan normal (reasonable man standard) untuk
membenikan pengertian kesalahar atau kelalaian organ yayasan yang ada
dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan jalan penafsiran
analogis dan selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan beatuk kesalahan
atau kelalaian organ Yayasan dengan menggunakan dasar tersebut.

Diharapkan dalam penmmusan Undang-Undang Yayasan ke
depannyz, pembentuk undang-undang mampu membuat undang-undang yang
mempunyai penafsiran yang jelas sehingga tidak menimbulkan masalah dalam
pelaksanaannya sehingga kepastian hukum tentang Yayasan di Indonesia dapat

tercapai.
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